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ABSTRAK 
ALYA SEPTIANA PUTRI, NIM : 15.12.11.157. Implementasi Cyber Public 
Relations Humas Pemda DIY Dalam Memberikan Informasi Kepada Publik. 
Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan 
Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2019. 
 
 Kemajuan teknologi menuntut para praktisi Public Relations untuk 
menjalankan tugas-tugasnya dengan memanfaatkan media online. Keberadaan 
media online dalam perusahaan atau instansi dapat mempengaruhi persepsi publik 
terhadap perusahaan atau instansi tersebut. Sebagai upaya untuk mendukung 
Good Governance dan memenuhi informasi publik, Humas Pemda DIY berperan 
sebagai badan publik yang mendistribusikan informasi dari Pemerintah Daerah 
Provinsi DIY kepada masyarakat Yogyakarta. Informasi yang dibagikan yaitu 
kegiatan dan agenda Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda DIY, dan juga 
kebijakan Pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan 
memahami bagaimana pelaksanaan cyber public relations Humas Pemda DIY 
dalam memberikan informasi kepada publik. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 
teknik pengumpulan data triangulasi yaitu melalui wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi, menyajikan fakta yang ada di lapangan. Objek 
penelitian dalam skripsi ini adalah media online yang digunakan Humas Pemda 
DIY dalam memberikan informasi kepada publik, yaitu website dan media 
sosial.Aspek-aspek yang diperhatikan adalah penggunaan website dan media 
sosial oleh Humas Pemda DY sebagai media informasi publik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi cyber public relations 
Humas Pemda DIY dalam memberikan informasi kepada publik menggunakan 
media online. Pelaksanaannya sudah baik, aktual, dan transparan, dikarenakan 
telah memperhatikan perkembangan teknologi internet yang kini banyak 
digunakan masyarakat untuk mencari informasi dan membaca berita. Namun tetap 
ada kekurangan dalam internalnya, yaitu kuantitas dan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang dimiliki, juga sarana prasarana yang kurang mendukung. 
Berdasarkan teori Philip & Young, yaitu Transparency, Internet as an Agent, 
Internet Porosity, Reach, dan Richness of Information, aktivitas cyber public 
relations Humas Pemda DIY dapat disimpulkan, pelayanan transparansi, 
kekayaan informasi melalui media online, pengelolaan media sosial, pengelolaan 
interactive newsroom (ruang berita interaktif).  
 
Kata Kunci : Cyber Public Relations, Media Online, Informasi Publik 
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ABSTRACT 
 
ALYA SEPTIANA PUTRI, SRN : 15.12.11.157. Implementation of Cyber 
Public Relations Governance Public Relations Special Region of Yogyakarta in 
Providing Information to The Public. Thesis. Department of Communication 
and Broadcasting, Ushuluddin dan Dakwah Faculty, State Islamic Institute of 
Surakarta. 2019. 
 
Technological advances require Public Relations practitioners to perform 
his duties by using online media. The existence of online media in companies or 
institutions can affect public perception against the company or the Agency. To 
support e-Governance and meets the public information, Governance Public 
Relations Special Region of Yogyakarta serves as a public body that distributes 
information from the local Government of Yogyakarta to the General. Information 
that is shared, namely the activities of the Governor, Deputy Governor, and 
Regional Secretary Special Region of Yogyakarta and also the policy of the local 
government. The purpose of this research was to know and understand how the 
implementation of cyber public relations Governance Public Relations Special 
Region of Yogyakarta in providing information to the public. 
This research uses descriptive qualitative research methods with the 
technique of triangulation of data collection through in-depth interviews, 
observation, and documentation presents the facts on the ground. The object of 
the research in this thesis is online media used by Governance Public Relations 
Special Region of Yogyakarta delivering Yogyakarta information to the public, 
namely website and social media. Aspects worth noting is the use of the website 
and social media by Governance Public Relations Special Region of Yogyakarta 
as public information media. 
The results of this study indicate the implementation of Public Relations 
Governance Public Relations Special Region of Yogyakarta in providing 
information to the public using online media. Its implementation has been good, 
real-time and transparent, because have noticed the development of internet 
technology that is now being used by people to find information and read the 
news. But still there are deficiencies in the internal, such as the quantity and 
quality of Human Resources (HR) owned, are also less supportive infrastructure. 
Based on Philip & Young's theory, namely Transparency, the Internet as an 
Agent, Internet Porosity, Reach, and the Richness of Information, cyber public 
relations activities of Governance Public Relations Special Region of Yogyakarta 
concluded service transparency, a wealth of information through online media, 
social media management, and interactive newsroom. 
  
Keywords: Cyber Public Relations, Online Media, Public Information. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Di zaman modern saat ini, kemajuan teknologi telah berkembang 
pesat. Teknologi hadir membawa kemudahan bagi manusia. 
Perkembangan teknologi terjadi di berbagai bidang, dari transportasi, 
kesehatan, pendidikan, informasi, komunikasi, dan lain-lain. Di bidang 
informasi, arus informasi semakin deras dan cepat. Perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi telah merubah cara interaksi individu 
dengan individu yang lain. Banyak orang yang sehari-harinya 
berkomunikasi secara tidak langsung melalui media komunikasi dengan 
perantara internet. 
Pengguna internet di Indonesia berkembang dalam kurun waktu 
yang pendek. Berdasarkan survei tahun 2017 yang dirilis Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dipublikasikan di 
www.dailysosial.id pada 19 Februari 2018,durasi penggunaan internet per 
hari paling besar terletak dalam kurun waktu 1-3 jam (43,89%). Lalu 
diikuti durasi dari 4-7 jam (29,63%) dan lebih dari 7 jam (26,48%). Jenis 
layanan yang diakses pengguna terbanyak adalah aplikasi chatting 
(89,35%), media sosial (87,13%), mesin pencari (74,84%), lihat 
gambar/foto (72,79%), lihat video (69,64%), dan sisanya aktivitas 
berinternet lainnya.  
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Gambar 1.1 Infografis Durasi Penggunaan Internet  
Sumber: www.dailysosial.id  
Beragam akses terhadap informasi dan hiburan dari berbagai 
penjuru dunia dapat dicari melalui internet. Internet menembus batas 
dimensi kehidupan pengguna, waktu, dan ruang, yang dapat diakses oleh 
siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kini situs internet yang muncul kian 
beragam. Internet tidak lagi berisi situs pencari (search engine) seperti 
Google, Yahoo, dan lain sebagainya, namun juga website dan media sosial 
(social network media), seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain 
sebagainya.Media sosial semakin menjamur dan penggunanya semakin 
hari semakin bertambah. 
Melalui media sosial, komunikasi yang dilakukan dengan perantara 
media online tidak lagi menjadi komunikasi satu arah (dari sender ke 
receiver) namun berkembang menjadi komunikasi dua arah (sender-
receiver-sender) dan bahkan multi arah (receiver-receiver). Kehadiran 
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internet pada saat ini telah menjadi sebuah media baru dalam praktek 
komunikasi. 
Informasi adalah pesan atau data yang baru dan perlu disampaikan 
kepada khalayak melalui media komunikasi (dalam Olii, 2007:24). 
Informasi menjadi hal yang penting dalam berkomunikasi. Menurut UU 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa hak 
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan 
informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis 
yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 
penyelenggaraan negara yang baik.  
Humas atau Public Relations adalah  kegiatan organisasi untuk 
menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat agar mereka 
mendukungnya dengan sabar dan sukarela (Syamsi, 1980: 8). Public 
relations pada dasarnya berperan untuk menggabungkan semua pihak atau 
publik di dalamnya maupun di luar organisasi agar dapat bekerja sama 
dengan baik sehingga organisasi tersebut mencapai tujuan organisasinya.  
Humasdalam pemerintahan berfungsi sebagai komunikator. 
Adanya unit kehumasan pada instansi pemerintah merupakan suatu 
keharusan fungsional dalam rangka penyebaran tentang aktivitas instansi 
tersebut baik ke dalam maupun ke luar yaitu kepada masyarakat pada 
umumnya. Diperlukan kelembagaan Humas (Hubungan Masyarakat) 
dalam setiap instansi pemerintah untuk mengimbangi arus informasi di 
masyarakat. Humas merupakan suatu alat untuk memperlancar jalannya 
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interaksi serta penyebaran informasi melalui pers, radio, televisi, dan 
media sosial (Widjaja, 1993: 63). 
Beberapa manfaat yang bisa diperoleh public relations dalam 
menggunakan internet untuk meningkatkan citra instansi menurut Ahmadi 
(2002): menciptakan citra/image yang sukses di Internet. Keberadaan 
internet telah mengubah cara humas dalam menyampaikan informasi 
maupun berkomunikasi kepada masyarakat. Humas melalui internet 
memliki peranan yang besar dan luas dibandingkan dengan humas di dunia 
fisik, tanpa tergantung media cetak dan wartawan. Media online 
merupakan media penting dalam menyajikan informasi yang transparan 
dan akuntabel. Media online memberikan kemudahan akses bagi para 
penggunanya dan dapat menampilkan data secara cepat dan tepat. 
Melihat fungsi yang demikian, praktisi public relations melihat 
peluang untuk menggunakan media sebagai alat kehumasan. Hal itu yang 
disebut sebagai Cyber Public Relations, yakni kegiatan public relations 
yang menggunakan sarana komunikasi berbasis internet sebagai media 
publisitasnya. Keunggulan dari cyber PR adalah tidak mengenal batas 
waktu, dapat diakses dari seluruh dunia, bersifat interaktif, mudah 
diupdate, dan lain sebagainya. Media online yang sering digunakan 
praktisi PR dalam menjalankan kegiatan cyberpublic relations adalah 
website dan media sosial. 
Keterbukaan informasi publik menjadi hal yang sangat penting 
yang akan mendorong terciptanya transparansi di era keterbukaan ini. 
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Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi. Upaya 
keterbukaan informasi publik di Pemda DIY dengan membentuk 
organisasi Pengelola Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap 
pelayanan informasi di badan publik. Setiap SOPD di Pemda DIY  
memiliki PPID sendiri. Humas Pemda DIY berperan menjadi salah satu 
lembaga dalam mendistribusikan informasi kepada masyarakat.Humas 
Pemda DIY merupakan lembaga di bawah naungan Biro Umum, 
Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY. 
Beberapa waktu lalu, berdasarkan berita yang dimuat di 
suaramerdeka 20 Feb 2019 pukul 20:24, pada tanggal 19 Februari 2019, 
Pemda DIY berhasil mendapatkan predikat “AA” sebagai daerah terbaik  
di Indonesia dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) 2018 yang dilakukan oleh Kementrian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi 
(KemenPANRB) di Makassar, Sulawesi Selatan. Keberhasilan ini tak 
luput dari kerja keras semua staf Pemda DIY demi peningkatan performa 
Pemda DIY(http://www.suaramerdeka.com/news/baca/169164/pemprov-
diy-raih-predikat-aa diakses pada 20 Februari 2019 pukul 20:24). 
Pemda DIY telah menerapkan e-government dalam memenuhi 
kebutuhan informasi publik, melalui aplikasi Jogja Istimewa, website, 
maupun media sosial. Keterbukaan informasi publik menjadi elemen 
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penting bagi tata kelola pemerintahan atau good governance dalam 
program pemerintah. Menurut Robert (dalam Santosa, 2008: 133) good 
governance diartikan sebagai pengelolaan segala macam urusan publik 
secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah 
demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Terdapat 
beberapa prinsip dalam keterbukaan informasi publik demi mewujudkan 
good governance yaitu prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. 
Prinsip-prinsip good governance merupakan prasyarat bagi setiap 
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.  
Biro UmumHumas dan Protokol Setda DIY mempunyai peran 
sebagai “supporting unit” pelayanan pimpinan ikut mendukung dalam 
peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan 
integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan kepada 
pimpinan dan tamu; pengelolaan atau pemeliharaan aset; pengadaan 
barang dan jasa; serta pelayanan informasi dan persuratan yang sudah 
berbasis eletronik dan internet. 
Humas Pemda DIY menggunakan media online untuk media 
publikasi, mendistribusikan berbagai informasi publik secara transparan 
dan akuntabel karena dapat menjangkau banyak orang secara cepat dan 
dapat mendatangkan feedback atau respon balik. Publikasi yang dibagikan 
oleh Humas Pemda DIY berupa agenda atau kegiatan Gubernur, Wakil 
Gubernur, dan Sekda DIY. Sebagai media publikasi dan informasi, Humas 
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Pemda DIY menggunakan beberapa media online untuk mendistribusikan 
informasi kepada masyarakat, yakni website dan media sosial. 
Setiap SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di 
Pemda DIY wajib mempunyai website pribadi sebagai media informasi 
dan publikasi. Terkadang, Humas Pemda DIY diminta untuk membantu 
membagikan informasi yang dimiliki SOPD lain dengan tujuan agar 
informasi cepat sampai ke masyarakat. Seperti ketika ada acara Dinas 
Pariwisata, Humas Pemda DIY ikut membantu membagikan pamflet acara 
di media sosial mereka.  
Masyarakat kini lebih sering mencari informasi melalui website 
dan media sosial milik Humas Pemda DIY, karena informasi yang 
disajikan akurat, akses mudah, dan cepat. Hal ini terbukti dengan 
peningkatan pengunjung website dan  survey singkat yang diadakan 
melalui media sosial Instagram. Tahun 2017 lalu, Pemda DIY meraih 
penghargaan Social Media & Digital Marketing Award 2017 yang 
diselenggarakan oleh Majalah Marketing di Jakarta, dan juga Pemda DIY 
dianugerahi sebagai Great Performing Website untuk kategori Pemerintah 
Daerah Tingkat I atau Tingkat 
Provinsi(http://www.jogja.tribunnews.com/2017/11/01/sultan-dan-pemda-
diy-raih- 
penghargaan-tentang-digital diakses pada 1 November 2017 pukul 18:38).  
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Gambar 1.2 Grafik kunjungan website Pemda DIY. 
   Sumber: Dokumentasi Pemda DIY 
Pengelolaan website Pemda DIY dikelola oleh Bidang Hubungan 
Masyarakat (Humas) Pemda DIY dan dibantu oleh Diskominfo DIY, 
diantaranya Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informasi, Bidang 
Manajemen Informatika, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan 
Bidang Fasilitas Informasi. Humas Pemda DIY berfungsi sebagai 
pengelola konten dan pelayanan publik yang termuat dalam website demi 
mewujudkan website yang informatif dan representatif. 
Website Pemda DIY dengan tampilan baru mulai diluncurkan pada 
tahun 2017 dan kini telah diperbaharui dengan tampilan yang lebih 
terstruktur dan lebih eye catching dengan desain yang sederhana serta 
konten-konten yang menarik agar mudah diakses masyarakat dalam 
mencari informasi seputar Yogyakarta. Selain untuk mendistribusikan 
informasi, website Pemda DIY juga digunakan untuk menampung keluhan 
masyarakat yang disediakan dalam kolom Kontak Kami beserta Hotline 
yang dapat dihubungi. Namun, kapasitas media untuk umpan balik segera 
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belum dapat dipenuhi website Pemda DIY karena tidak terdapat online 
chat, yang dapat berguna untuk mengetahui keluhan masyarakat dan 
menanggapinya secara langsung. 
Konten yang diunggah Humas Pemda DIY di media online berupa 
agenda Gubernur dan Wakil Gubernur DIY serta informasi-informasi 
kebijakan Pemerintah Daerah. Tak hanya kiriman mengenai kegiatan-
kegiatan pemerintah, namun juga informasi-informasi yang dikemas dalam 
berbagai infografis, tips, dengan desain gambar yang menarik. Berikut 
salah satu kiriman Instagram Humas Pemda DIY yang membagi informasi 
mengenai peta Yogyakarta dan tips liburan di Jogja.  
 
Gambar 1.3 Publikasi Humas Pemda DIY di Instagram 
Sumber: www.Instagram.com/humasjogja 
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Penggunaan media website dan media sosial lainnya, tentu akan 
berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Kini 
untuk mendapatkan informasi, masyarakat tidak lagi harus datang ke 
kantor pemerintah, cukup dengan membuka website atau media sosial 
Humas Pemda DIY saja. Selain itu, masyarakat pun dimudahkan 
memberikan masukan demi perbaikan pemerintah dalam meningkatkan 
pelayanannya. Melalui website dan media sosial, Humas Pemda DIY 
mampu membuka gerbang informasi yang luas kepada masyarakat. 
Padatnya kegiatan Humas Pemda DIY dalam meliput dan 
menjalankan tugas lain kurang maksimal karena kurangnya kuantitas dan 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Kurangnya jumlah 
pegawai yang mengerti teknologi terkini menjadi salah satu kendala. 
Selain itu, sarana prasarana dalam menjalankan tugas yang belum 
memadai. 
Di satu sisi, akun Humas Yogyakarta yang resmi tidak menjadi 
satu-satunya rujukan informasi seputar Yogyakarta. Banyak orang-orang 
yang berinisiatif secara independen untuk membuat akun sosial media 
yang berfokus pada infomasi seputar Yogyakarta di mana tujuannya sama 
seperti akun Humas Yogyakarta,membagikan informasi. Seperti pada akun 
Instagram @jogjainfo dan @jogjaistimewa. 
Humas DIY juga berperan untuk memberikan sanggahan mengenai 
pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah, dan 
mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan 
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pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra 
berbagai bidang. Teknik yang digunakan dalam humas di pemerintah tidak 
ada bedanya dengan teknik yang digunakan humas di bidang lain, yaitu 
penyampaian informasi dan komunikasi (Moore, 2004). 
Mengingat banyaknya tempat penelitian yang telah dilakukan di 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan menghindari kesamaan 
penelitian, penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu. Seperti 
pada skripsi Intan Bahari (2018) yang berjudul “Strategi Pengelolaan 
Website Pemda DIY Sebagai Media Publikasi, Informasi, dan Pelayanan 
Publik Tahun 2017”, penelitian ini menganalisis strategi pengelolaan 
website Pemda DIY yang dilakukan oleh Diskominfo DIY. Objek 
penelitian ini adalah Diskominfo DIY khususnya Bidang Manajemen 
Informatika dan Bidang Hubungan Masyarakat yang beralamatkan 
Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.Hasil dari penelitian ini, 
bahwa pengelolaan website Pemda DIY yang dilakukan oleh Diskominfo 
DIY sudah berlangsung dengan baik namun perlu ditingkatkan lagi dalam 
aksessibilitasnya juga perlunya sebuah pembinaan pada Bidang Hubungan 
Masyarakat untuk pengelolaan konten juga internal bidang. 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Frizki Yulianti dan Adhianty 
Nurjanah, yang berjudul “Peran Humas Pemerintahan Kota Yogyakarta 
dalam Sosialisasi Tagline Jogja Istimewa”. Hasil penelitian ini 
menemukan hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Humas 
Pemerintahan Kota Yogyakarta belum optimal. Ada banyak faktor yang 
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menyebabkan kurang maksimalnya peran Humas Pemkot Yogyakarta 
dalam sosialisasi branding baru ‘Jogja Istimewa’. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 
Impelementasi dimaknai dengan pelaksanaan; penerapan. Implementasi 
cyber public relations dapat dimaknai sebuah kegiatan atau aktivitas untuk 
melaksanakan tugas-tugas public relations yang dilakukan melalui media 
online. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan oleh perusahaan atau instansi. Implementasi cyber PR ini harus 
disertai dengan berbagai faktor pertimbangan agar program cyber PR 
dapat memberi manfaat bagi instansi dan masyarakat. Implementasi cyber 
public relations ini merupakan ujung tombak dalam mensukseskan 
program-program Pemerintah Provinsi DIY, khususnya mengenai 
informasi publik. Sehingga,website dan media sosial lainnya tidak hanya 
sebagai media komunikasi saja, melainkan juga sebagai media yang dapat 
menampung aspirasi masyarakat. 
Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan dan 
pelaksanaan cyber public relations dalam menyampaikan informasi 
kepada masyarakat, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada 
dengan judul “Implementasi Cyber public relations Humas Pemda DIY 
dalam Memberikan Informasi Kepada Publik”.  
B. Identifikasi Masalah 
1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam meliput agenda 
Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda DIY.  
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2. Pengelolaan informasi yang berkembang di media massa sebagai 
dampak dari persaingan antar media dan kebebasan media belum 
diimbangi dengan SDM media yang berkualitas. 
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam meliput agenda 
pimpinan. 
4. Masyarakat belum menjadikan akun Humas Jogja sebagai sumber 
rujukan utama dalam mencari informasi. 
5. Akun resmi media sosial Pemerintah di internet cenderung kaku, 
membosankan, dan kurang santai. Namun, Humas Pemda DIY berusaha 
ramah dan terbuka terhadap pengikut media sosialnya.  
6. Umpan balik (feedback) bersifat tertunda, padahal umpan balik akan 
berpengaruh besar terhadap partisipasi publik.  
 
C. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga 
menghasilkan uraian sistematis, maka penulis membatasi masalah yang 
akan diteliti. Pembatasan masalah ditujukan agar ruang lingkup penelitian 
dapat lebih jelas dan terarah sehingga tidak mengaburkan penelitian. 
Penelitian ini dibatasi pada cyber public relations Humas Pemda DIY 
melalui website dan media sosial untuk mendistribusikan informasi kepada 
masyarakat. 
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D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana implementasi cyber public relations Humas Pemda DIY 
dalam memberikan informasi kepada publik? 
2. Apa saja kendala-kendala yang menghambat implementasi cyber 
public relations Humas Pemda DIY dalam memberikan informasi 
kepada publik? 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk memahami dan mendeskripsikan implementasi cyber public 
relations Humas Pemda DIY dalam memberikan informasi kepada 
publik. 
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang menghambat 
implementasi cyber public relations dalam memberikan informasi 
kepada publik. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Teoritis 
Bagi program studi ilmu komunikasi, penelitian ini diharapkan 
mampu memberikan kontribusi teoritis bagi ilmu komunikasi, 
khususnya mengenai cyber public relations. 
2. Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan 
menjadi referensi praktis dalam memahami cyber public relations 
dalam pengaplikasiannya melalui website dan media sosial. 
 
 
 
15 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Landasan Teori 
1. Public Relations 
Public Relations merupakan salah satu saluran berkomunikasi. 
Menurut Griswold (dalam Suryanto, 2016: 7) public relations adalah 
fungsi manajemen yang melakukan penilaian terhadap sikap publik, 
menyesuaikan kebijaksanaan tata kerja dari suatu organisasi atau 
perorangan dengan kepentingan publik dan melakukan program aksi untuk 
memperoleh pengertian dan persetujuan publik. Fungsi yang dimaksud 
adalah melakukan aksi kepada publik dengan tujuan memperoleh 
pengertian dan dukungan. 
Salah seorang tokoh PR terkemuka yang disebut sebagai Bapak 
Public Relations (The Founding Father of Public Relations), Edward 
Louis Bernays, dalam bukunya The Engineering of Consent (1955) 
mendefinisikan PR sebagai inducing the public to have understanding for 
and goodwill (membujuk publik untuk memiliki pengertian yang 
mendukung serta memiliki niat baik). Definisi tersebut memberikan 
pemahaman bahwa pada awalnya, PR bertugas membujuk publik untuk 
memiliki pengertian dan mendukung institusi. 
Menurut kamus Webester’s Third New International Dictionary 
mendefinisikan PR sebagai the art of science of developing reciprocal 
understanding and goodwill (seni mengembangkan hubungan timbal balik 
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terkait pengertian dan niat baik) (Morissan, 2008: 7). Di dalam kamus 
tersebut juga dijelaskan bahwa PR berhubungan dengan masyarakat luas. 
Hubungan tersebut dibangun melalui publisitas, khususnya terkait fungsi 
korporasi dan organisasi. 
Menurut Cutlip, Center, & Broom dalam bukunya Effective Public 
Relations (2006) mendefinisikan PR sebagai the planned effort to 
influence opinion through good character and responsible performance, 
based on mutually satistifactory two-way communications (usaha 
terencana untuk memengaruhi pandangan melaui karakter yang baik serta 
tindakan yang bertanggung jawab, didasarkan atas komunikasi dua arah 
yang saling memuaskan). 
Menurut Frank Jefkins (1992), menyatakan bahwa PR adalah 
“sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik 
ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan khalayaknya 
dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang spesifik berlandaskan pada 
saling pengertian”. Menurutnya, PR pada intinya senantiasa berkenaan 
dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui informasi dan membagi 
pengetahuan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu 
dampak perubahan yang positif.  
Komunikasi yang dilakukan oleh public relations berguna menjalin 
dan menjaga hubungan baik dengan publik internal dan eksternal. Hal itu 
terwujud didalam suatu perusahaan yang diwakilinya, komunikasi 
dilakukan untuk mewujudkan kepentingan perusahaan tersebut, dengan 
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adanya peranan public relations yang menunjang komunikasi tersebut. 
Setiap perusahaan berusaha menampilkan citra atau image yang baik 
dimata masyarakat. Perusahaan yang mampu mempertahankan eksistensi 
dan merebut pasar dinilai memiliki keunggulan dan nilai lebih di 
masyarakat. 
Public Relations atau biasa disebut Humas (Hubungan 
Masyarakat) menurut IPRA (Internasional Public Relations Association) 
(dalam Effendy, 1993: 23) didefinisikan hubungan masyarakat adalah 
komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik 
dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan 
meningkatkan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. 
Makna public dalam kata public relations mempunyai makna 
homogeny dan lebih spesifik. PR sendiri dapat diartikan sebagai bagian 
kelompok masyarakat yang memiliki minat, perhatian, dan kepentingan 
yang sama terhadap suatu objek, institusi, oganisasi atau lembaga tertentu. 
Keterkaitan antara institusi dengan yang terlibat dan mempunyai 
kepentingan tertentu, baik secara individual maupun kolektif menjadi 
perhatian dalam public relations (Suryanto, 2016 :4). Keterkaitan antara 
organisasi dengan publik dapat menyangkut hubungan kedekatan 
psikologis emosional, hubungan kedekatan tempat (locality), kepentingan 
ekonomi bisnis dan sebagainya. 
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a. Komunikasi dalam Public Relations 
Komunikasi yang efektif merupakan aspek esensial bagi PR. 
Hubungan dengan masyarakat hanya dapat dibina melalui komunikasi. 
Jika komunikasi tidak berjalan lancar, maka kesalahan persepsi akan 
terjadi. Pada akhirnya, sebuah konflik terbentuk dan membuat 
organisasi tidak dapat mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, di dalam 
praktik PR, komunikasi harus terbina dengan baik. 
Komunikasi dalam PR berkaitan dengan sirkulasi fakta, pandangan 
dan gagasan antara organisasi dengan publik untuk mencapai 
pengertian tertentu (Suryanto, 2016: 124-125). Berikut beberapa jenis 
komunikasi yang terjadi dalam kehidupan PR: 
1) Komunikasi Internal 
Komunikasi internal berkaitan dengan pertukaran informasi 
antara manajemen dengan para karyawan. Komunikasi internal 
merupakan salah satu kunci suksesnya program PR modern. Fungsi 
komunikasi internal adalah mengusahakan supaya karyawan 
mengetahui pola pikir manajemen. Sebaliknya, komunikasi jenis 
ini juga mengusahakan supaya manajemen mengetahui pikiran 
karyawannya. Tujuannya, menyamakan persepsi dan arah pandang 
organisasi dengan individu yang hidup di dalamnya. 
2) Komunikasi Eksternal 
Komunikasi eksternal adalah hubungan yang dibina oleh 
organisasi dengan publik. Hubungan ini dilakukan supaya 
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kebijakan organisasi dapat dipahami oleh publik. Tujuannya, 
supaya tujuan organisasi dapat tercapai tanpa adanya resistensi dari 
publiknya sendiri. Untuk meredam resistensi dan kesalahan 
persepsi, praktisi PR berperan sangat besar dalam konteks 
komunikasi eksternal ini. 
3) Komunikasi Formal 
Komunikasi formal digunakan manajemen untuk 
menyampaikan informasi kepada jajaran eksekutif, karyawan, dan 
publik eksternal. Komunikasi formal mempunyai dua dimensi, 
yaitu: 
a) Vertikal Dua Arah 
Vertikal dua arah artinya mengikuti rantai komando 
organisasi, yaitu dari pemimpin tertinggi melalui beberapa 
jenjang manajemen kepada karyawan. Begitu juga sebaliknya, 
formal vertikal dua arah juga mencakup gaya komunikasi 
karyawan kepada pimpinan. Komunikasi ke bawah (downward 
communication) terdiri dari perintah formal, pengumuman, dan 
pesan verbal. Komunikasi ke atas (upward communication) 
sebagian besar bersifat informal dalam bentuk  saran secara 
verbal, gagasan, kritik dan komentar, meskipun catatan 
(memorandum) formal juga digunakan. 
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b) Horizontal Dua Arah 
Horizontal dua arah artinya komunikasi yang terjadi antara 
karyawan yang masih satu golongan. Komunikasi formal 
horizontal dua arah ini esensial bagi koordinasi yang efektif 
antara kelompok staff dengan pelaksana. 
4) Komunikasi Verbal 
Komunikasi selalu dikenang sebagai hubungan sosial manusia 
menggunakan kata dan kalimat. Komunikasi verbal adalah 
komunikasi tertua, di mana manusia berkomunikasi secara 
langsung dan tatap muka. Di dalam proses tersebut terjadi 
hubungan lisan, antara komunikator dengan komunikan. Inilah 
yang disebut komunikasi verbal, hubungan sosial yang dibangun 
menggunakan kata dan kalimat secara langsung menggunakan 
ucapan. 
5) Komunikasi Nonverbal 
Komunikasi berlangsung bukan hanya melalui kata dan 
kalimat secara lisan (verbal). Hubungan sosial manusia ini juga 
mengenal komunikasi nonverbal, misalnya melalui tindakan, 
ekspresi wajah, tulisan, dan gambar. Bentuk-bentuk ini dikenal 
sebagai lambang yang memiliki makna. Bentuk lambang ini juga 
menekankan makna yang tersirat dari komunikasi secara verbal. 
b. Proses Pelaksanaan Tugas 
Berikut proses pelaksanaan tugas PR (dalam Widjaja, 1993: 56). 
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1) Fact Finding (menyelidiki dan mendengar) 
Taraf research-listening atau fact finding; meliputi penelitian 
pendapat, sikap, dan reaksi orang-orang/publik. Di sini dapat 
diketahui masalah apa yang sedang dihadapi. 
2) Planning (mengambil ketentuan dan merencanakan) 
Setelah pendapat, sikap dan reaksi publik dianalisa, lalu 
diintegrasikan atau diserahkan dengan kebijaksanaan dan kegiatan 
organisasi. Pada taraf ini bisa ditemukan “pilihan yang diambil”. 
3) Communicating (melaksanakan komunikasi) 
Rencana-rencana di atas harus dikomunikasikan dengan semua 
pihak yang bersangkutan dengan metode yang sesuai. Dalam tahap 
ini kita menerangkan (menjelaskan) tindakan yang diambil dan apa 
alasan jatuhnya pilihan tersebut. 
4) Evaluation (penilaian) 
Dinilai segi-segi berhasil dan tidaknya, apa sebab-sebabnya, 
apa yang sudah dicapai, apa resep kemanjurannya dan apa faktor 
penghambatnya. “Bagaimana hasil pelaksanaan tugas dan apa 
sebab-sebabnya.”Itulah pertanyaan yang timbul dalam tahap ini. 
c.  Strategi Public Relations 
Istilah strategi manajemen sering disebut rencana strategis atau 
rencana jangka panjang untuk menetapkan garis besar tindakan. 
Lamanya waktu yang akan dicakup tentu bervariasi. Dahulu, para 
ahli menyebut sekitar 25 tahun. Rencana jangka panjang merupakan 
22 
 
 
 
pegangan untuk menyusun rencana teknis dan langkah komunikasi 
sehari-hari (Kasali, 1994:34). Berikut beberapa langkah untuk 
membantu praktisi PR menerapkan program kerjanya: 
1) Menyampaikan fakta dan opini, baik yang beredar di dalam 
maupun di luar organisasi. 
2) Menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari 
perubahan yang terjadi secara historis. 
3) Melakukan analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, 
dan Threat). 
 
2. Humas Pemerintahan 
Peran humas pemerintah adalah untuk memberikan sanggahan 
mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah, dan 
mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan 
pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra 
positif pemerintah daerah tersebut di  mata publiknya. Pentingnya peran 
humas instansi dan lembaga pemerintah dalam masyarakat modern yaitu 
dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan operasinya di berbagai tempat 
berbagai bidang. Teknik yang digunakan dalam humas di pemerintah tidak 
ada bedanya dengan teknik yang digunakan humas di bidang lain, yaitu 
penyampaian informasi dan komunikasi (Moore, 2004). 
Humas Pemerintahan atau divisi PR pemerintahan pada dasarnya 
tidak bersifat politis dan dibentuk untuk mempublikasikan kebijakan, 
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rencana, hasil kerja peraturan perundang-undangan dan segala sesuatu 
yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain untuk 
kepentingan masyarakat, PR pemerintahan juga turut memberi masukan 
bagi pejabat tentang informasi dan reaksi masyarakat atas kebijakan, baik 
yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan atau yang sedang diusulkan. 
a. Karakteristik Humas Pemerintah 
Seiring kebutuhan transparasi, keberadaan dan manfaat PR 
pemerintahan secara umum diterima. Bahkan beberapa kalangan 
mengatakan, konsep PR lebih dibutuhkan oleh pemerintahan ketimbang 
institusi non pemerintahan. Alasannya, tugas pemerintahan memang 
sangat berat karena harus menghadapi masyarakat dengan kepentingan 
yang kompleks (Suryanto, 2016:133). Berikut karakteristik setiap 
program humas pemerintahan: 
1) Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas, dengan 
berbagai latar belakang, karakter, ekonomi, dan pendidikan yang 
beragam. 
2) Hasil kerja pemerintah dinilai sering abstrak, sulit dilihat dalam 
waktu dekat bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Pandangan 
tersebut tercipta karena sifatnya integral dan berkesinambungan, 
melibatkan generasi. Bahkan, program pemerintah cenderung 
dibayar dengan social cost yang tinggi. 
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3) Program pemerintah selalu mendapat pengawasan dari berbagai 
kalangan, terutama pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 
sebagainya. 
4) Humas Pemerintahan pada umumnya tidak berkembang secara ideal. 
Kondisi tidak ideal tersebut terjadi karena berbagai hambatan, 
misalnya masalah dana, job description yang tumpang-tindih, 
penyalahgunaan fungsi PR oleh pejabat dan sebagainya. 
Akibatnya,humas pemerintahan cenderung mendapat citra negatif.  
Divisi Humas Pemerintahdinilai identik dengan ketidakprofesionalan 
oleh masyarakat. Alasannya, pada umumnya para pejabat tidak paham 
terhadap peran dan fungsi PR sehingga tidak dimanfaatkan secara 
optimal. 
Kebanyakan humas pemerintahan diarahkan hanya untuk 
berhubungan dengan media, dokumentasi, publikasi, kegiatan 
konferensi pers, membuat press release, press clipping, membuat 
sambutan, dan lain-lain. Divisi Humas Pemerintah mempunyai banyak 
nama, misalnya sekretaris pers, divisi komunikasi dan informasi, bagian 
hukum dan PR, bagian lingkungan dan PR, divisi marketing PR, dan 
sebagainya. 
b. Tugas Humas Pemerintah 
Tugas utama humas pemerintah adalah memberi informasi. Peran 
dan tanggung jawab lainnya diberikan kepada praktisi pemerintah 
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spesifik, dan prioritas utamanya adalah memastikan arus informasi 
kepada orang di dalam dan di luar pemerintahan (Cutlip, 2006: 468).  
Menurut Widjaja dalam bukunya Komunikasi dan Hubungan 
Masyarakat, humas sebagai komunikator mempunyai fungsi ganda 
yaitu: keluar, ia memberikan informasi kepada khalayak sesuai dengan 
kebijaksanaan instansinya dan ke dalam, ia wajib menyerap reaksi dari 
khalayak untuk kepentingan instansinya. 
1) Tugas Strategis 
           Ikut serta dalam decision making process 
2) Tugas Taktis 
a) Memberikan informasi 
b) Memberikan motivasi 
c) Menjalankan komunikasi timbal balik 
d) Membuat citra yang baik 
c. Kegiatan Humas Pemerintah 
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 
kehumasan, sebagai petugas kehumasan pemerintah, maka berbagai 
kegiatan yang perlu diperhatikan antara lain: 
1) Membina pengertian pada khalayak / publik terhadap kebijaksanaan 
pimpinan, baik kepada khalayak intern maupun khalayak ekstern. 
Pembinaan pengertian kepada khalayak termasuk pemberian dan 
pelayanan informasi. 
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2) Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan-kegiatan pokok instansi 
pemerintah, terutama yang menyangkut publikasi. 
3) Memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat masyarakat. 
4) Mengumpulkan data dan informasi yang datang dari berbagai 
sumber. 
5) Bentuk produk humas yang dihasilkan seperti majalah, buletin, press 
release, poster, folder, pamflet, selebaran, dan lain-lain. 
 
3. Cyber Public Relations 
Cyber Public Relations adalah kegiatan kehumasan yang dilakukan 
dengan sarana media elektronik internet dalam membangun merek (brand) 
dan memelihara kepercayaan (trust), pemahaman, citra perusahaan atau 
organisasi kepada publik atau khalayak. Cyber Public Relations ini adalah 
merupakan istilah yang umum yang sering digunakan untuk aktivitas 
kehumasan dalam dunia maya, yang merupakan sebutan istilah yang 
disingkat dari istilah Electronic Public Relations (E-PR). 
Menurut Bob Julius Onggo dalam bukunya berjudul E-PR Menggapai 
Publisitas di Era Interaktif Lewat Media ONLINE mendefinisikan E-PR 
dalam uraian sebagai berikut: 
a. E adalah electronic. ‘e’ di dalam E-PR sama seperti halnya ‘e’ sebelum 
kata mail atau commerce yang mengacu pada media elektronik internet. 
Mengingat popularitas dan multifungsi dari media internet yang juga 
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harus dimanfaatkan oleh para pelaku PR untuk membangun brand dan 
memelihara trust.  
b. P adalah public. Public di sini mengacu bukan sekadar publik namun 
pasar konsumen. Dan ini tidak mengacu hanya pada satu jenis pasar 
konsumen namun berbagai pasar atau publik audien. Apalagi melalui 
media internet kita bisa menjangkau mereka dengan lebih mudah dan 
cepat, ataupun mereka menjangkau kita, mulai dari komunitas mikro 
atau niche market hingga hipermarket sekalipun. 
c. R adalah relations. Ini adalah hubungan yang harus dipupuk antara 
pasar dan bisnis. Itulah kunci kepercayaan pasar agar suatu bisnis 
berhasil. Menariknya media internet, hubungan yang bersifat one-to-
one dapat dibangun dalam tempo yang cepat karena sifat internet yang 
interaktif. Beda dengan publik konvensional saat menjangkau mereka 
dengan sifat one-to-many. Itulah sebabnya Internet adalah media 
pembangun relations yang paling ampuh dan cepat serta luas.. 
Dalam istilah cyber public relations ini definisinya lebih memfokuskan 
terhadap kegiatan atau aktivitas public relations/kehumasan itu sendiri 
dalam praktiknya di dalam dunia maya (cyber space). Sedangkan 
electronic public relations itu definisinya lebih memfokuskan terhadap 
media yang digunakan untuk mendukung aktivitas atau kegiatan public 
relations / kehumasan itu yang berupa media elektronik yang terhubung 
dengan jaringan internet (Onggo, 2004: 5). 
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Dengan cyber public relations kita dapat melewati batas penghalang 
dan langsung dapat menyampaikan pesan-pesan korporat kepada target 
publik, tanpa bergantung kepada reporter atau wartawan atau bahkan 
editor untuk ditayangkan di media cetak demi membangun citra 
perusahaan (Onggo, 2004: 2). Ribuan one-to-one relation dapat dibangun 
secara stimulan lewat media internet karena sifatnya yang interaktif. 
Internet merupakan sarana untuk membangun relations yang ampuh bagi 
suatu dunia bisnis.  
a. Manfaat Cyber Public Relations 
Pemanfaatan media online untuk kepentingan humas merupakan 
penghematan yang besar atas biaya kertas, cetak, dan pengirimannya. 
Hemat merupakan salah satu manfaat dari penggunaan cyber PR. 
Menurut Onggo dalam bukunya E-PR Menggapai Publisitas di Era 
Interaktif Lewat Media Online, PR dalam dunia fisik dianggap lebih 
dapat mempengaruhi tanggapan dan respon pasar. Pengeluarannya 
pun lebih hemat dibandingkan pengeluaran iklanE-PR (cyber PR), 
dapat membuat organisasi lebih hemat mengingat E-PR tidak 
membutuhkan stationery atau biaya cetak. Semakin murahnya biaya 
internet akan membuat biaya E-PR menjadi semakin terjangkau. 
b. Konsep Cyber Public Relations 
Ada lima elemen inti Online Public Relations yang harus 
diperhatikan oleh para praktisi PR agar dapat mencapai kesuksesan. 
Elemen tersebut, seperti dijelaskan oleh Phillips & Young (2009: 37) 
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adalah Transparency, Porosity, The Internet as An Agent, Richness in 
Content, dan Reach. Kelima elemen tersebut harus disertai dengan 
platform atau perangkat yang digunakan untuk mengakses internet dan 
beragam saluran untuk berkomunikasi. 
a) Transparency 
Transparansi merupakan salah satu elemen inti dalam online 
public relations. Transparansi menyiratkan keterbukaan, komunikasi 
dan akuntabilitas (dalam Philip & Young 2009: 38). Perusahaan atau 
organisasi diajak untuk semakin transparan dalam memberikan 
informasi kepada stakeholder lewat media online. 
Salah satu wujud transparansi itu hidup dan berfungsi baik di 
online public relations adalah ketika Praktisi PR tidak lagi 
mengirim press release ke media namun mereka mengunggah 
press release tersebut ke website sehingga media dapat langsung 
mengunduhnya.  
Transparency dibagi menjadi beberapa macam diantaranya: 
(1) Radical Transparency  
Merupakan metode manajemen di mana seluruh data, 
argument, dan hal-hal terkait aktivitas dan keputusan perusahaan 
disebarluaskan ke publik. 
(2) Controlled Transparency  
Merupakan penyebaran informasi perusahaan ke publik melalui 
internet yang dilakukan secara terkontrol. 
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(3) Institutional Transparency  
Merupakan informasi perusahaan disediakan oleh berbagai 
otoritas, tanpa dikomando oleh perusahaan itu sendiri melainkan 
oleh pihak-pihak atau lembaga lainnya. 
(4) Overt Transparency  
Merupakan organisasi / perusahaan berusaha menyediakan 
informasi bagi publik dan stakeholder lainnya, umumnya melalui 
media sosial yang dimiliki perusahaan. 
(5) Convert Transparency 
Merupakanperusahaan mendorong atau melakukan manipulasi 
terhadap informasi, umumnya mencakup iklan di dunia maya atau 
promosi sejenis. 
(6) Unintentional Transparency 
Merupakan informasi mengenai perusahaan tersebar di internet 
namun bukan karena kemauan perusahaan, melainkan oleh pihak 
lain maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi yang 
dapat mencari dan menyimpan data secara otomatis. 
b) Internet Porosity 
Porosity dapat diartikan sebagai transparansi yang tidak 
sengaja.Saat ini, perusahaan banyak melakukan komunikasi 
menggunakan internet seperti melalui e-mail, instant messaging, 
blog, dan media sosial. Ketika perusahaan memulai interaksi 
kepada pihak eksternal melalui dunia maya, informasi mengenai 
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perusahaan akan disebarkan dengan cara yang lebih informal dan 
lebih transparan. Karena itu, beberapa informasi yang seharusnya 
tidak dipublikasikan dapat lebih mudah bocor ke masyarakat 
karena mudahnya akses tersebut. Selain itu, istilah porosity juga 
mengacu pada bagian informasi yang dibawa dari internal 
perusahaan ke eksternal atau telah salah sasaran pada audience 
lainnya baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Gregory, 1999). 
c) The Internet as an Agent 
Internet memungkinkan orang dan komputer mengubah konten. 
Pertama kali diartikulasikan oleh Alison Clark dan Roy Lipski untuk 
Komisi Internet CIPR / PRCA pada tahun 1999, konsep agensi internet 
menyatakan bahwa suatu pesan (dan, dalam konteks ini, sebuah pesan 
dapat berupa kata-kata, gambar, video, suara, atau bahkan program 
komputer ) dapat diubah oleh orang dan teknologi, dan dalam proses ini 
bertindak sebagai agen (Philip & Young, 2009:50). 
d) Richness in Content and Reach 
Richness of Information atau kekayaan informasi merupakan 
proses di mana transparansi dieksekusi. Kekayaan informasi bisa 
tersampaikan karena adanya reach dalam internet. Organisasi dan 
pihak-pihak ketiga menyediakan banyak informasi secara online. 
Kekayaan informasi online ini disediakan baik oleh perusahaan itu 
sendiri, orang lain, dan teknologi internet serta komputer (agen). 
Terdapat kebutuhan di dalam dua area perkembangan richness 
atau kekayaan informasi. Pertama, dalam penciptaan konten yang 
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kaya. Maksudnya adalah terdapat berbagai macam bentuk konten 
seperti gambar, kata-kata, suara, video, diagram, musik, dan 
sebagainya yang diperuntukkan untuk publik dan teknologi 
internet. Kedua, keterlibatan orang-orang yang akan menambah 
kekayaan melalui komunitas onlinemereka sendiri, yang kemudian 
akan berpengaruh terhadap richness dan reach dalam proses 
bersimbiosis. Hal ini bisa tercapai dengan beragam cara, seperti 
melalui blog, forum, serta melalui perkembangan sumber online 
yang membuat konten-konten mengenai perusahaan tersedia secara 
transparan (Phillips dan Young, 2009: 56). 
e) Reach 
Phillips dan Young (2009: 56) mengatakan bahwa reach atau 
jangkauan publik dalam cyber public relations dapat diciptakan 
melalui beragam cara. Salah satunya dengan melakukan beberapa 
teknik agar halaman website perusahaan dapat dengan mudah 
ditemukan oleh publik, seperti dengan search engine optimization, 
dan hyperlink exchange. 
Berikut beberapa karakteristik kerja media cyber PR seperti 
yang disebutkan Hidayat dalam bukunya “Media Public 
Relations”: 
(1) Direct Feedback 
Dapat memberikan respon yang cepat dan langsung. Teknologi 
internet memungkinkan respon atau tanggapan publik dapat 
33 
 
 
 
diterima dengan cepat, sehingga semua permasalahan dan 
pertanyaan dari publik dapat terjawab dengan cepat. 
(2) Peluang Bersaing 
Media cyber membuka peluang untuk bersaing di pasar global. 
Dunia internet juga telah membuka dunia dengan mudah sehingga 
tidak ada hambatan. Media cyber tidak mengenal jarak dan ruang. 
Setelah Anda terhubung dengan media online maka pada saat itulah 
ribuan bahkan jutaan masyarakat dapat menerima informasi yang 
disampaikan. 
(3) Two Way Communication 
Media cyber memungkinkan terjadinya interaksi. Penggunaan 
internet, memudahkan terjadinya komunikasi dua arah atau 
interaktif antara pelaksana dan pengguna. Artinya, tanpa 
membutuhkan waktu yang lama, Anda dapat mengetahui keinginan 
dan kebutuhan publik atau stakeholder perusahaan. 
(4) Memperkuat Hubungan Komunikasi 
Komunikasi antara perusahaan yang diwakilkan oleh PR dengan 
publik sebagai tujuan utama aktivitas PR digital karena dapat 
membantu hubungan yang kuat dan saling bermanfaat yang tidak 
dapat dilakukan langsung oleh media offline. 
(5) Hemat 
Tidak perlu menyediakan anggaran yang besar karena mengakses 
internet saat ini sudah dapat dilakukan dengan murah. 
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4. Media Sosial 
Media sosial / sosial media atau yang dikenal juga dengan jejaring 
sosial merupakan bagian dari media baru. Menurut Antony Mayfield 
(dalam Ardianto, 2011: 166) media sosial adalah mengenai menjadi 
manusia biasa. Media sosial merupakan media online dengan para 
penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan 
isi, meliputi blog,jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. 
Menurut Cross (2014: 2), media sosial merupakan istilah yang 
mendeskripsikan beragam teknologi yang digunakan untuk melibatkan 
orang-orang dalam sebuah kolaborasi, pertukaran informasi, dan 
interaktivitas dengan konten web-based.  
a. Karakteristik Media Sosial 
Karakteristik media sosial berbeda dengan jenis media lainnya. Media 
sosial mempunyai karakteristik yang unik dan khusus. Menurut Rulli 
Nasrullah (2015: 40) karakteristik media sosial diantaranya: 
1) Jaringan (network) 
Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk 
di dalam jaringan atau internet. Karakter media sosial adalah 
membentuk jaringan diantara penggunanya, tidak peduli apakah di 
dunia nyata antar pengguna saling kenal atau tidak, namun 
kehadiran media sosial memberikan medium bagi pengguna untuk 
terhubung secara mekanisme teknologi. 
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2) Informasi (information) 
Informasi menjadi hal penting dari media sosial, sebab 
pengguna media sosial dapat mengkreasikan representasi 
identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi 
berdasarkan informasi. Bahkan informasi menjadi semacam 
komoditas dalam masyarakat informasi. Informasi tersebut 
diproduksi, dipertukarkan, dan dikonsumsi. 
3) Arsip (archieve) 
Arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa 
informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui 
perangkat apapun. Sebagai contoh, setiap informasi apapun yang 
diunggah di Facebook, informasi itu tidak hilang begitu saja saat 
pergantian hari, bulan, sampai tahun. Bahkan informasi itu akan 
terus tersimpan dan mudah diakses kembali. 
4) Interaksi (interactivity) 
Media sosial membangun interaksi antar pengguna, tidak 
sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut di 
internet. Secara sederhana, interaksi yang terjadi di media sosial 
berbentuk saling menyukai kiriman gambar di Instagram dengan 
memberikan tanda seperti ikon hati. 
5) Simulasi Sosial (simulation of society) 
Media sosial memiliki karakter sebagai medium 
berlangsungnya masyarakat di dunia virtual. Media sosial memiliki 
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keunikan dan pola yang berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan 
masyarakat yang nyata. 
6) Konten Oleh Pengguna (user-generated content) 
Konten ini menunjukkan bahwa di media sosial, konten 
sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau 
pemilik akun. 
b. Jenis Media Sosial 
1) Instagram 
Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk 
membagikan foto dan video. Instagram sendiri masih merupakan 
bagian dari Facebook yang memungkinkan teman Facebook kita 
mengikuti akun Instagram kita. Makin populernya Instagram 
sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto, membuat 
banyak pengguna yang terjun ke bisnis online turut 
mempromosikan produk-produknya lewat Instagram (M Nisrina, 
2015 : 137). 
Humas Pemda DIY aktif memperbaharui konten-konten 
Instagramnya dengan publikasi kegiatan public relations. Selain 
itu, terkadang konten yang diunggah berupa informasi mengenai 
tips, wisata daerah, bahkan prediksi cuaca dan keadaan alam. 
Umpan balik yang diberikan pengikut / followers pun beragam. 
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2) Facebook 
Facebook merupakan media sosial yang digunakan untuk 
mempublikasikan konten, seperti profil, aktivitas atau bahkan 
pendapat pengguna (Nasrullah, 2015: 40). Melalui Facebook, kita 
bisa membagikan informasi mengenai diri kita, aktivitas yang kita 
lakukan, bahkan berinteraksi dengan sesama pengguna. Tak jarang, 
Facebook juga digunakan untuk berjualan secara online yang biasa 
disebut online shop. 
3) Twitter 
Twitter adalah situs web yang dimiliki dan dioperasikan 
oleh Twitter Inc. Twitter merupakan layanan jejaring sosial dan 
mikroblog yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan 
membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter yang dikenal 
dengan sebutan tweet.  
c. Website 
Website merupakan sekumpulan halaman yang di dalamnya 
memuat informasi dalam bentuk tulisan, gambar, video, dan bersifat 
dinamis. Sebuah websiteyang baik memiliki kriteria-kriteria, 
diantaranya usability, sistem navigasi, desain visual, content, 
compatibility, loading time functionally, accessability, dan 
interactivity (Suryanto, 2009: 61-69). 
1) Jenis-jenis website 
  Berdasarkan tujuannya, website dibedakan menjadi tiga jenis: 
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a) Personal Web; website yang berisi informasi tentang seseorang 
b) Corporate Web; website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan 
c) Portal Web; website yang mempunyai banyak layanan, mulai 
dari berita, email, dan lainnya. 
2) Efektivitas Website 
Secara berkala, public relations mesti memantau hasil yang 
diperoleh dari penggunaan media online sebagai media komunikasi 
dengan publiknya. Beberapa hal yang bisa dilakukan public 
relations untuk mengevaluasi efektivitas website menurut Rachmat 
Kriyantono dalam bukunya PR Writing: Media Public Relations 
Membangun Citra Korporat adalah: 
a) Menghitung jumlah orang yang mengunjungi dan memberikan 
informasi rinci mengenai dirinya pada website yang disediakan 
public relations. 
b) Mengukur tingkah laku khalayak. Pengukuran dapat dilakukan 
pada berapa banyak orang yang memberikan umpan balik 
melalui saluran-saluran yang tersedia dan berapa banyak yang 
menggunakan jasa perusahaan dan sebagainya. 
c) Memantau liputan media. Berapa banyak informasi yang 
tersedia di website dijadikan sumber berita oleh media. 
Berkaitan dengan hal ini, public relations perlu mencatat berapa 
banyak wartawan yang memberikan alamat e-mail untuk 
mendapatkan release atau informasi lainnya, jumlah wartawan 
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yang berlangganan e-mail public relations, jumlah 
wartawanyang pernah menggunakan hubungan lewat website 
dan situs public relations, seberapa lengkap informasi website 
yang ditulis wartawan, apakah wartawan merasa jelas dan 
lengkap akan informasi website, dan sebagainya. 
d) Memantau penambahan database. Sifat internet yang ”one  to 
one”memungkinkan public relations mendapatkan informasi 
rinci tentang khalayak sasaran yang tidak dapat diperoleh dari 
media konvensional. Informasi-informasi tentang khalayak 
tersebut akan masuk ke database marketing. Penambahan 
database ini yang menjadi ukuran efektivitas public relations. 
 
5. Informasi Publik 
Menurut Prof. Onong Uchyana Effendy MA (dalam Olii, 2007:24) 
menyebutkan bahwa informasi adalah pesan atau data yang baru dan 
perlu disampaikan kepada khalayak melalui media komunikasi. Informan 
ialah orangnya, seseorang yang memberikan informasi kepada orang lain 
yang belum mengetahuinya. 
Menurut UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, disebutkan bahwa informasi publik mengandung 
pengertian informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim, disimpan, 
dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 
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penyelenggara dan/atau badan publik lainnya yang sesuai dengan UU 
ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 
(http://www.bppk.kemenkeu.go.id diakses tanggal 23 Mei 2018 jam 
01:54) . 
Undang-undang tersebut memberikan jaminan kepada rakyat dalam 
memperoleh informasi publik. Undang-undang ini wajib 
diimplementasikan oleh penyelenggara negara. Dalam hal ini, baik 
Pemerintah Negara, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Kota. 
Dalam undang-undang tersebut, segala aturan mengenai informasi 
sudah tersedia, diantaranya meliputi asas dan tujuan, hak dan 
kewajiban, jenis informasi yang wajib didistribusikan, jenis informasi 
yang dikecualikan, dan mekanisme memperoleh informasi.  
  
B. Kajian Pustaka 
Penelitian atau pembahasan mengenai cyber public relations, Humas 
Pemda DIY, ataupun informasi publik telah banyak dilakukan dalam berbagai 
kajian dan literature. Salah satu penelitian yangmengangkat tema cyber public 
relations adalah skripsi yang berjudul “Cyber Public Relations dalam 
Meningkatkan Citra (Studi Deskriptif Kualitatif Kegiatan Cyber PR Melalui 
Website Rumah Sakit Islam Klaten Tahun 2011)”, oleh Puji Indarwati, 
mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kegiatan cyber PR RS. Islam Klaten dalam 
meningkatkan citra positif dilaksanakan dengan beberapa kegiatan CSR yang 
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dipublikasikan melalui situs web dan beberapa media cetak. Namun, kegiatan 
humas melalui website sedikit diketahui oleh pelanggan RS. Islam Klaten, 
karena tidak ada sosialisasi dari humas tentang keberadaan situs web tersebut. 
Pelanggan yang membuka situs web 5 kali akan memberikan kesan yang 
berbeda dengan pelanggan yang membuka situs web kurang dari 3 kali 
tentang pesan yang dipublikasikan melalui situs web. Persamaan dengan 
penelitian ini samasama menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Perbedaannya penelitian ini terfokus pada kegiatan cyber PR yang dilakukan 
melalui website RS.Islam Klaten dengan kegiatan CSRnya. 
Penelitian lain yang mengangkat tema serupa adalah “Implementasi 
Cyber Public Relations dalam Meningkatkan Reputasi Universitas Gadjah 
Mada Yogyakarta sebagai Universitas Riset Berkelas Dunia” oleh Anditya Y 
Angwarmase, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. UGM berupaya meningkatkan reputasi dari universitas terbesar 
di Indonesia menjadi universitas riset berkelas dunia. Humas UGM 
mengimplementasikan cyber PR sebagai upaya meningkatkan reputasi 
institut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi 
implementasi cyber PR dalam meningkatkan reputasi UGM. Persamaan 
dengan penelitian ini, samasama menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan sifat deskriptif. Perbedaannya, objek penelitian adalah cyber PR 
Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui website resminya.  
Penelitian lain yang mengambil subjek Humas Yogyakarta adalah 
Jurnal Komunikasi dengan judul “Peran Humas Pemerintahan Kota 
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Yogyakarta dalam Sosialisasi Tagline ‘Jogja Iistimewa’” oleh Frizki Yulianti 
dan Adhianty Nurjanah, Mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta. Penelitian tersebut membahas proses rebrandingtagline 
Yogyakarta yang semula “never ending asia” menjadi “Jogja Istimewa”. Kini, 
branding tersebut harus dihidupkan oleh dukungan dari banyak pihak agar 
tidak menjadi “branding kosong”. Salah satu pilar yang diharapkan mampu 
mensosialisasikan branding tersebut ialah Humas Pemerintahan Kota 
Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian ini samasama menggunakan 
metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya, penelitian ini 
mengambil studi kasus, bukan terkhusus pada cyber PR Humas Yogyakarta. 
Penelitian selanjutnya adalah Jurnal Komunikasi dengan judul Analisis 
Strategis Cyber Public Relations PT Pertamina (PERSERO) untuk Sosialisasi 
Penyesuaian Harga LPG 12 KG” oleh Inez Gabrina dan Suharyanti, 
mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie. Penelitian ini mengambil 
studi kasus kenaikan harga produk LPG 12 kg yang dicanangkan pada tahun 
2014 menimbulkan gejolak di masyarakat, sehingga Pertamina berinisiatif 
untuk menjalankan strategi sosialisasi LPG 12 kg melalui media sosial. 
Persamaan dengan penelitian ini samasama memilih latar belakang cyber 
public relations. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode studi 
kasus. 
Penelitian terdahulu tentang peran, pelaksanaan, strategi cyber public  
relations dalam memberikan informasi publik adalah skripsi dengan judul 
“Strategi Cyber Public Relations Semen Tonasa dalam Memenuhi Kebutuhan 
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Informasi Publik” oleh M.A.Daryono, mahasiswa Ilmu Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian tersebut membahas 
strategi yang dilakukan Semen Tonasa melalui website perusahaannya dalam 
membagikan informasi kepada publik maupun internal. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pemenuhan informasi publik terkait perusahaan 
melalui website. Persamaan dengan penelitian ini samasama membahas 
tentang cyber public relations dalam memenuhi informasi publik. 
Perbedaannya, jenis penelitian ini menggunakan mix methods, yaitu suatu 
langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan kualitatif 
dan kuantitatif. 
Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang akan 
peneliti lakukan adalah mengenai cyber public relations di website dan media 
sosial dengan obyek penelitian Humas Pemda DIY. 
C. Kerangka Berpikir 
     INPUT                         PROSES    OUTPUT 
 
  
 
 
 
 
 
Gambar 1.4 Kerangka Berpikir 
Aktivitas cyber 
public relations 
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3. The Internet as an Agent 
4. Richness in Content 
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Humas Pemda DIY memanfaatkan cyber public relations sebagai media 
publikasi dan informasi bagi masyarakat DIY. Cyber public relations yang 
digunakan adalah website dan media sosial. Media sosial diantaranya Instagram, 
Twitter, dan Facebook. Ketiganya aktif dikelola oleh Humas Pemda DIY. 
Publikasi dan informasi yang disebarluaskan akan diunggah secara bergantian di 
ketiga media sosial tersebut dan website Pemda DIY. Publikasi yang dibagikan 
berupa kegiatan dan agenda Gubernur, Wakil Gubernur, dan Setda DIY. Setelah 
liputan dilaksanakan, tim reporter wajib menulis berita dan membagikannya ke 
website, dan media sosial. Penerapan dan pelaksanaan cyber public relations ini 
telah dilakukan melalui aktivitas cyber public relations di media sosial dan 
website. Penerapan dan pelaksanaan aktivitas ini akan dianalisis peneliti 
menggunakan konsep cyber public relations Phillip & Young, diantaranya 
Transparency, Internet Porosity, The Internet as an Agent, Richness in Content, 
dan Reach. Setelah penerapan cyber public relations dilaksanakan, informasi 
publik dapat terpenuhi. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian lapangan ini dilakukan di kantor Humas Pemda DIY 
yang beralamatkan di Bale Woro, Bidang HUMAS Pemda DIY, 
Komplek Kepatihan, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta. Lokasi 
ini dipilih karena ketertarikan peneliti tentang bagaimana penerapan 
atau pelaksanaan cyber public relations yang dilakukan Humas Pemda 
DIY melalui website dan media sosial.  
2. Waktu Penelitian 
Tabel 1.2 Waktu Penelitian 
No 
Jenis 
Kegiatan 
Maret 
2019 
April 
 2019 
Mei 
2019 
Juni 
2019 
Juli 
2019 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  Observasi Awal                     
2.  Penyusunan 
Proposal 
                    
3.  Observasi                     
4.  Wawancara                     
5.  Penyusunan 
Laporan 
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B. Pendekatan Penelitian 
  Penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui metode deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode paparan 
hasil temuan berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang diperoleh 
berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena data yang digunakan 
sebagai objek dalam penelitian yaitu berupa penerapan cyber public 
relations. Ciri khas sebuah penelitian kualitatif adalah penelitian untuk 
mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang, maupun suatu keadaan pada 
tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi. Kirk dan Miller (dalam 
Ismawati, 2012: 7) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah 
tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 
bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan 
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam peristilahannya. 
C. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang yang berkaitan dengan 
obyek penelitian.Dalam hal ini, subjek penelitian adalah Humas Pemda 
DIY.Peneliti menentukan beberapa informan yang ada di Humas Pemda 
DIY untuk melakukan wawancara guna mendapatkan informasi terkait 
implementasi cyber public relations Humas Pemda DIY. 
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Informan: 
1. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat 
Untuk menggali data tentang strategi Humas Pemda DIY dalam 
mempromosikan media online yang dimiliki agar diakses oleh publik 
dan penyelenggaraan kegiatan kehumasan yang ada di Pemda DIY. 
2. Kepala Sub Bagian Publikasi Dokumentasi dan Media Massa 
Untuk menggali data tentang penyelenggaraan publikasi, dokumentasi 
kebijakan dan kegiatan Pemda DIY. 
3. Kepala Sub Bagian Penyiapan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah 
Untuk menggali data tentang penyelenggaraan pelayanan informasi 
publik Pemda DIY. 
4. Admin website dan media sosial 
Untuk menggali data tentang pengelolaan website dan media sosial 
Humas Pemda DIY dalam mendistribusikan informasi. 
5. Pengikut akun Instagram Humas Pemda DIY 
Untuk menggali data tentang layanan informasi yang dibagikan di 
media sosial Instagram Humas Pemda DIY. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 
penelitian. Seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar 
mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
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bertujuan untuk memperoleh keterangan, bahan-bahan, kenyataan di 
lapangan, dan informasi yang dapat dipercaya. 
Data merupakan bahan spesifik dalam melakukan analisis. Untuk 
memperoleh data yang valid dan aktual, maka peneliti menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data: 
1. . Metode Wawancara  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan 
(Sangadji, 2010: 47). Pada penelitian ini, wawancara yang digunakan 
adalah jenis wawancara mendalam. Wawancara mendalam (intensive / 
depth interview) adalah teknik mengumpulkan data atau informasi 
dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar 
mendapatkan data lengkap dan mendalam (Ardianto, 2014: 178). 
Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) 
secara intensif. Selanjutnya, dibedakan antara responden (orang yang 
akan diwawancara hanya sekali) dengan informan (orang yang ingin 
peneliti ketahui/pahami dan yang akan diwawancarai beberapa kali). 
Karena itu, wawancara mendalam disebut juga wawancara intensif 
(intensive-interview). 
Wawancara mendalam mempunyai karakteristik yang unik: 
Pertama, digunakan untuk subjek yang sedikit atau bahkan satu orang 
saja. Kedua, menyediakan latar belakang secara perinci (detailed 
background) mengenai alasan informan memberikan jawaban tertentu. 
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Dari wawancara ini terelaborasi beberapa elemen dalam jawaban, yaitu 
opini, nilai-nilai (values), motivasi, pengalaman-pengalaman, maupun 
perasaan informan. Ketiga, peneliti tidak hanya memerhatikan jawaban 
verbal informan, tapi juga respons-respons nonverbal. Keempat, 
dilakukan dalam waktu yang lama dan berkali-kali. Kelima, 
memungkinkan memberikan pertanyaan yang berbeda atas informan 
yang satu dengan yang lain. Susunan kata dan urutannya disesuaikan 
dengan ciri-ciri setiap informan. Jadi pertanyaannya bergantung pada 
informasi apa yang ingin diperoleh dan berdasarkan jawaban informan 
yang dikembangkan oleh peneliti. Keenam, sangat dipengaruhi oleh 
iklim wawancara. Semakin kondusif iklim wawancara (keakraban) 
antara peneliti (pewawancara) dan informan, wawancara dapat 
berlangsung terus (Kriyantono, 2006: 98-99). 
Dalam metode wawancara ini yang akan menjadi informan adalah 
Kepala Bidang Humas DIY, Kepala Sub Bagian Publikasi Dokumentasi 
dan Media Massa, Kepala Sub Bagian Penyiapan Informasi Kebijakan 
Pemerintah Daerah, Admin website dan media sosial Humas Pemda 
DIY, dan pengikut media sosial Instagram Humas Pemda DIY yang 
dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai obyek 
penelitian. 
2. Metode Observasi 
Observasi lapangan atau pengamatan lapangan (field observation) 
adalah kegiatan yang setiap saat dilakukan, dengan kelengkapan 
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pancaindra yang dimiliki. Observasi difokuskan untuk mendeskripsikan 
dan menjelaskan fenomena penelitian. Peneliti melakukan pengamatan 
dan pencatatan terhadap obyek yang dipandang dapat dijadikan sumber 
data, misalnya meminta arsip kegiatan-kegiatan Humas dalam 
mengelola cyber public relations melalui website dan media sosial. 
3. Metode Dokumentasi 
  Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 
menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang 
akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari 
karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam 
artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, 
pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan 
dokumen. 
Peneliti mengumpulkan data berupa dokumentasi kiriman media 
sosial Humas Pemda DIY dan konten-konten yang diunggah di website 
untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. 
Dalam hal ini termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan 
kepustakaan. 
 
E. Keabsahan Data 
Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam 
kegiatan penelitian harus diupayakan kebenarannya. Teknik keabsahan 
data dalam penelitian cyber public relations ini adalah teknik triangulasi. 
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Menurut Moleong (2013: 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari data itu. Tujuan 
triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan 
membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada 
bebagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan dengan 
menggunakan metode yang berlainan. Triangulasi tidak sekadar menilai 
kebenaran data, tetapi juga menyelidiki validitas tafsiran peneliti mengenai 
data tersebut. 
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 
sumber data.Triangulasi sumber data berarti mengecek keabsahan data 
penelitian mengenai implementasi cyber public relations Humas Pemda 
DIY dalam memberikan informasi kepada publik. Peneliti mengumpulkan 
data sebanyak-banyaknya untuk dibandingkan dari beberapa sumber yang 
berbeda. Oleh karena itu, data yang telah diperoleh dapat diuji 
keabsahannya. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Menurut Patton (dalam Moleong, 2001: 103), analisis data adalah 
proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 
kategori, dan satuan uraian dasar. Setelah memperoleh data dalam 
lapangan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data 
dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis. 
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Analisis data kualitatif dimulai dengan menganalisa berbagai data 
yang diperoleh peneliti dari lapangan yaitu berupa kalimat-kalimat atau 
pernyataan-pernyataan serta dokumen-dokumen. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut 
Miles dan Huberman (dalam Ardianto, 223) ada tiga jenis kegiatan dalam 
analisis data: 
a. Reduksi Data 
Reduksi adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 
memfokuskan, menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan 
akhir dapat digambarkan. Reduksi data terjadi secara berkelanjutan 
hingga laporan akhir sebelum data secara aktual dikumpulkan. 
Reduksi data berarti meringkas data. Memfokuskan data yang 
diperoleh dengan obyek penelitian yaitu implementasi cyber public 
relations. Data yang diperoleh dipisah dengan cara dikelompokkan dan 
dikategorikan menggunakan kode-kode  dan membuat catatan (memo) 
mengenai tema penelitian sehingga peneliti mampu menemukan pola-
pola data.  
Peneliti menganalisis secara penuh terhadap hasil wawancara 
kemudian melakukan penyusunan data dan menafsirkannya 
menggunakan logika ilmiah, menghubungkan teori dan fakta di 
lapangan serta memasukkan kutipan-kutipan langsung dari para 
narasumber. 
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b. Penyajian Data 
Penyajian data adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun 
yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Bertujuan untuk memudahkan membaca dan mengambil 
simpulan dan saran yang tepat, oleh karenanya data yang disajikan 
harus tertata dengan baik dan benar. 
Pada tahap penyajian data ini, peneliti menyusun informasi-
informasi yang telah melalui tahapan reduksi tentang implementasi 
cyber public relations Humas Pemda DIY dalam memberikan informasi 
kepada publik menjadi suatu pernyataan yang memungkinkan 
penarikan kesimpulan. Bentuk penyajiannya berupa teks naratif, 
peneliti akan memaparkan secara rinci agar terlihat seluruhnya 
bagaimana proses implementasi cyber public relations di website dan 
media sosial milik Humas Pemda DIY dalam membagikan informasi 
kepada publik. 
c. Penarikan / Verifikasi Kesimpulan 
Pada tahap ini, peneliti akan menyimpulkan makna dari data yang 
dikumpulkan dengan menguji keabsahan data menggunakan teknik 
triangulasi.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Daerah Istimewa Yogyakarta 
a. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks 
historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini 
muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian 
berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta 
yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 
1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku 
Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 
oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) 
yang bergelar Adipati Paku Alam I. 
Sejak berdirinya,baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah 
pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial 
Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik 
yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan 
Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton 
tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda 
mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten 
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Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus 
rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah 
zilfbesturende landschappen. Kontrak politik terakhir Kasultanan 
Ngayogyakarta tercantum dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47, 
sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam Staatsblaad 
1941 Nomor 577. 
Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah 
Istimewa atau Kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan 
Hamengku Buwono IX. Di bawah Kooti, secara struktural ada wilayah-
wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya. 
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri 
Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan 
kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta 
Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah 
Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX 
dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut 
dinyatakan dalam: 
1) Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku 
Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI; 
2) Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII 
tertanggal 5 September1945 (dibuat secara terpisah); 
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3) Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII 
tertanggal 30 Oktober1945 (dibuat dalam satu naskah). 
Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang 
menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan 
pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal 
dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. 
Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat 
keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY 
mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya 
yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga 
merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan 
dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. 
Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai 
saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan 
bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas 
Daerah KasultananNgayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten 
Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan 
Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui. 
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Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan 
Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang 
Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 
2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. 
Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan 
masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan 
peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga 
dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan 
budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas 
hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhinekaan efektivitas 
pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. 
Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan 
yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan 
pemerintah provinsi. 
Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : 
tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur 
dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 
kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah 
Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan 
Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan 
kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
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tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, 
maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi 
mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom 
dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah 
(www.jogjaprov.go.id/profil/3-sejarah). 
b. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 
1) Visi 
Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja 
2) Misi 
Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima 
Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni : 
a) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - 
penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, 
melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan 
sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing, 
b) Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan 
perekonomi masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis 
pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk 
pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan 
ekonomi yang berkeadilan, 
c) Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik 
pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas 
dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan, 
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d) Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan 
yang demokratis, dan 
e) Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil 
penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai 
integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, 
nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan 
penyimpangan-penyimpangan. 
c. Satriya 
 
Gambar 1.5 Logo Satriya 
 
Satriya merupakan simbol Budaya Pemerintahan Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bentuk komitmen Pemerintah 
Provinsi DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi 
birokrasi.yang berbasiskan pada nilai nilai kearifan lokal DIY, 
yaitu filosofi hamemayu hayuning bawana dan ajaran moral sawiji, 
greget, sengguh ora mingkuh serta dengan semangat golong gilig. 
"Hamemayu Hayuning Bawana" mengandung makna sebagai 
kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan 
dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat 
daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud 
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mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil 
(keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan 
mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak 
mementingkan diri sendiri. 
Deferensiasi atau turunan dari filosofi Hamemayu 
Hayuning Bawana dalam konteks aparatur dapat dijabarkan 
menjadi tiga aspek. Pertama, Rahayuning Bawana Kapurba 
Waskithaning Manungsa (kelestarian dan keselamatan dunia 
ditentukan oleh kebijaksanaan manusia). Kedua, Darmaning 
Satriya Mahanani Rahayuning Nagara (pengabdian ksatria 
menyebabkan kesejahteraan dan ketentraman negara). Ketiga, 
Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane 
(kesejahteraan dan ketentraman manusia terjadi karena 
kemanusiaannya). Budaya Pemerintahan SATRIYA adalah 
merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam filsofi Hamemayu 
Hayuning Bawana. SATRIYA memiliki dua makna, yakni : 
Makna Pertama, SATRIYA dimaknai sebagai watak 
ksatria. Watak ksatria adalah sikap memegang teguh ajaran moral : 
sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh (konsentrasi, semangat, 
percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab). 
Semangat dimaksud adalah golong gilig yang artinya semangat 
persatuan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama 
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manusia. Sifat atau watak inilah yang harus menjiwai seorang 
aparatur dalam menjalankan tugasnya. 
Makna kedua, SATRIYA sebagai singkatan dari: Selaras, 
Akal Budi Luhur, Teladan-keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, 
Yakin dan Percaya Diri, Ahli Profesional. Masing-masing 
merupakan butir-butir dari falsafah Hamemayu Hayuning Bawana 
yang memiliki makna dan pengertian luhur. 
Logo SATRIYA berbentuk bulat berwarna dasar kuning 
bertuliskan huruf jawa S besar (sa murda) pada sebelah kiri-bawah, 
berwarna hijau tua, dengan ukuran tinggi huruf 1/3 diameter 
lingkaran dan lebar huruf 2/3 diameter lingkaran. Di bawah huruf S 
bertuliskan SATRIYA berwarna merah, dengan ukuran tinggi 
huruf dari huruf S besar (sa murda) dan lebar kata diameter 
lingkaran; 
Di bagian tepi-atas sampai dengan tepi-bawah melingkar ke 
arah kanan bertuliskan Selaras Akal Budi Luhur Teladan Rela 
Melayani Inovatif Yakin dan Percaya Diri Ahli Profesional 
berwarna merah pada huruf S, A, T, R, I, Y dan A di awal kata dan 
warna hitam pada huruf lainnya, dengan ukuran panjang 2/3 
keliling lingkaran. 
Besar kecilnya ukuran logo dapat disesuaikan secara 
proporsional sesuai dengan penggunaannya. Arti: Bentuk bulat 
mempunyai arti perwujudan semangat persatuan dan kesatuan; 
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Huruf jawa S besar (sa murda) adalah merupakan kependekan kata 
dari kata SATRIYA dan terletak di sebelah kiri bawah yang 
mempunyai arti tidak menonjolkan diri, sebagai sikap seorang 
pamong yang selalu siap untuk melayani. 
Kata SATRIYA mempunyai arti watak ksatria : sawiji, 
greget, sengguh, ora mingkuh, yakni watak yang perlu dimiliki 
oleh setiap aparatur; Rangkaian kata Selaras Akal Budi Luhur 
teladan Rela melayani Inovatif Yakin dan Percaya Diri Ahli 
Profesional merupakan kepanjangan dari singkatan SATRIYA, 
yang merupakan nilai-nilai pokok yang terkandung dalam filosofi 
hamemayu hayuning bawana. Warna kuning dan hijau sebagai 
warna pokok logo adalah warna pare-anom yang berarti lambang 
kesuburan untuk kesejahteraan rakyat dan merupakan warna khas 
Ngayogyakarta Hadiningrat. 
Logo SATRIYA dapat digunakan untuk media-media 
sosialisasi antara lain: stiker, brosur, leaflet, poster, spanduk, dan 
Buku Saku; PIN; Cinderamata; Media lain yang menunjukkan ciri 
khas Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta 
(www.jogjaprov.go.id/profil/7-satriya-sebagai-budaya-
pemerintahan-di-diy). 
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2. Deskripsi Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY 
Kinerja instansi pemerintah semakin menjadi sorotan masyarakat 
sejalan dengan iklim yang semakin demokratis dalam pemerintahan. 
Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh 
instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik 
lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang 
jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan 
misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya 
meningkatkan kinerjanya. 
Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat 
Daerah (Renstra-SOPD) Biro Umum dan Protokol Setda DIY Tahun 
2012-2017 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana 
Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksaan 
tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam 
kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap 
lingkungan baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan 
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta 
memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta 
kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2017 
yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 
2017(biroumum.jogjaprov.go.id). 
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a. Visi dan Misi Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY 
1) Visi 
Sebagai upaya untuk mewujudkan eksistensi Biro Umum dan 
Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan 
yaitu: 
“Institusi Pelayanan Pimpinan Dan Masyarakat Yang Berkualitas, 
Berkarakter Dan Berbudaya”. 
Sehubungan dengan Visi tersebut, 2 (dua) hal yang secara terus 
menerus dilaksanakan Biro Umum dan Protokol Setda  DIY yaitu yang 
bersifat ke dalam (inward) dan keluar (outward). 
Kedalam Biro Umum dan Protokol Setda  DIY berusaha 
meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen sejalan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 
berkembang, era globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semakin 
berkembang, yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem 
birokrasi yang berorientasi pada prinsip-prinsip transparansi, efektif dan 
menguntungkan, organisasi yang berkualitas, staf yang berkualitas 
tinggi serta manajemen berdasarkan hasil. 
Ke luar menciptakan birokrasi yang responsif terhadap aspirasi 
masyarakat dan mampu mengakomodasi perkembangan dan kemajuan 
masyarakat, sehingga dapat mendorong peran maupun keberdayaan 
masyarakat dan swasta (dunia usaha). 
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2) Misi 
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pimpinan dan tamu 
serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, 
transparan dan akuntabel berbasis e-government. 
b. Struktur Organisasi Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY 
 
Gambar 1.5Struktur Organisasi Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY 
   Sumber: www.biroumum.jogjaprov.go.id 
 
c. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda DIY 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
53 Tahun 2018, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol 
mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan  
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strategis bidang umum, kehumasan, dan keprotokolan. Dalam 
melaksanakan tugas Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol 
mempunyai fungsi: 
1) Penyusunan program kerja Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan 
Protokol. 
2) Penyiapan pelayanan bidang administrasi perkantoran, tata usaha 
pimpinan, rumah tangga, kendaraan, kehumasan, serta keprotokolan. 
3) Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan bidang administrasi 
perkantoran. 
4) Penyiapan bahan koordinasi bidang administrasi perkantoran, tata 
usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, kehumasan, serta 
keprotokolan. 
5) Penyelenggaraan pelayanan kehumasan Pemerintah Daerah. 
6) Penyelenggaraan pelayanan keprotokolan dan tamu Pemerintah 
Daerah. 
7) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah. 
8) Pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah. 
9) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pimpinan Pemerintah Daerah. 
10) Penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Daerah. 
11) Fasilitasi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur. 
12) Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang 
administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, 
kendaraan. 
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13) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro. 
14) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. 
15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsi Biro (biroumum.jogjaprov.go.id). 
 
3. Deskripsi Bagian Hubungan Masyarakat 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 
Tahun 2018, Pasal 6 ayat (2) Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol 
dengan perangkat paling banyak  (empat) bagian yang mempunyai tugas 
melaksanakan fungsi pendukung di bidang pelayanan umum, hubungan 
masyarakat, dan protokol (http://jdih.jogjaprov.go.id/storage/14268_Perdais1-
2018). 
Pada penelitian ini terfokus pada kinerja Bagian Hubungan Masyarakat 
Pemerintah DIY dan melibatkan dua subbagian, yaitu Subbagian Publikasi 
Dokumentasi dan Media Massa dan Subbagian Penyiapan Bahan Infomasi 
Kebijakan Pemerintah Daerah.  
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a. Struktur Organisasi 
Tabel 1.3 Struktur Organisasi HumasPemda DIY 
N
O 
NAMA LENGKAP JABATAN 
1 Ditya Nanaryo Aji, SH, M.Ec.Dev Kepala Bidang Humas 
2 Wahyu Riawanti, S.Pt., M.P Kepala Subag PDM 
3 Wijanarto Eko N, BA Pengelola Dokumentasi 
4 Tipoek Eko B, BA 
Penyusun Bahan Informasi 
dan Publikasi 
5 Hartono, SST Analis Informasi 
6 Karna Penyusun Bahan Informasi 
7 Marsana Pengadministrasi Umum 
8 Siswanto Pengelola Dokumentasi 
9 Dian Nirmalasari U, SE Pengelola Dokumentasi 
10 Arif Lukman Hakim, SE Pengelola Dokumentasi 
111 Anang Fitrianto Sapto Nugroho, S.Sos Kasubag PIK 
12 RM. Rosadi Jaka Suyana, SPT Pengelola Naskah 
13 Tuti Handayani P. Analis Informasi 
14 Sunaryo Pengelola Naskah 
15 Pandu Prayogi, S.Psi.M.Psi Analis Informasi 
16 Ade Aulia Ramadhan, S.Ikom Fotografer 
17 Beni Widyasworo, S.Sos Fotografer 
18 Dewi Puspita Sari Lantu, S.Sn Videografer 
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19 Ratih Danawati Keswara, S.Sos Reporter 
20 Ummi Kultsum, S.Ikom Reporter 
21 Pujo Sumedi, S.Kom Pengelola Dokumentasi 
Sumber: Dokumentasi Humas Pemda DIY 
 
b. Tugas dan Fungsi Bidang Humas 
1) Subbagian Publikasi, Dokumentasi, dan Media Massa 
Tugas: melaksanakan publikasi, dokumentasi kebijakan, kegiatan 
pemerintah dan pemda. 
Fungsi: 
a) Penyusunan program 
b) Penyiap bahan teknis publikasi,dokumentasi dan media massa; 
c) Penyelenggaraan publikasi, dokumentasi kebijakan dan kegiatan 
pemda.  
d) Pelaksanaan publikasi, dokumentasi kegiatan pemerintah di 
daerah. 
e) Penyelenggaraan kemitraan dengan wartawan cetak dan 
elektronik. 
f) Pelaksanaan produksi paket informasi kebijakan dan kegiatan 
pemda dan kegiatan pemerintah di daerah. 
g) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan publikasi di lingkungan 
pemerintah daerah. 
 
71 
 
 
 
h) Pemantauan publikasi pemerintah dan non-pemerintah. 
i) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan  program 
Subbagian Publikasi Dokumentasi dan Media Massa 
j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Kegiatan yang dilaksanakan: 
a) Dokumentasi 
Tujuan: mendokumentasikan kegiatan atau kebijakan Pemda. 
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: 
(1) Melaksanakan pemotretan/foto pada acara kegiatan pemda 
yang dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda DIY. 
(2) Melaksanakan pemotretan/foto pada acara yang 
diselenggarakan instansi, organisasi wanita danorganisasi 
masyarakat. 
(3) Melaksanakan pemotretan/foto dalam rangka kegiatan dan 
kebijakan pemerintah dan pemda. 
(4) Melaksanakan pengambilan gambar video dalam rangka 
kegiatan dan kebijakan pemda. 
b) Penerbitan 
Tujuan: untuk memberikan informasi kepada publik, SOPD 
Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Mitra Kerja. 
Kegiatan yang dilaksanakan: 
(1) Pembuatan atau mencetak Buletin Jogjawara 
72 
 
 
 
(2) Pembuatan Majalah Jogjawara edisi khusus 
c) Kemitraan dengan Pers 
Tujuan: pemberitaan kebijakan dan kegiatan pemda di media 
massa. 
Kegiatan yang dilaksanakan: 
(1) Jumpa Pers 
(2) Pers Tour bersama wartawan 
(3) Liputan Pers 
(4) Gathering Pers 
2) Subbagian Penyiapan Bahan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah 
Tugas: menyelenggarakan pelayanan informasi kebijakan pemda 
Fungsi: 
a) Penyusun program kerja subbag 
b) Penyiap bahan kebijakan teknis pelayanan informasi kebijakan 
pemda 
c) Pelaksana hubungan kerja sama dengan organisasi kehumasan 
pemerintah dan non pemerintah 
d) Penyiap konsep sambutan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda 
e) Penyelenggara pelayanan informasi publik pemda 
f) Pelaksana monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan 
program subbagian PIK 
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
tupoksi. 
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Kegiatan yang dilaksanakan: 
a) Sarasehan Kehumasan 
b) Workshop Kehumasan 
c) Menyusun konsep sambutan Gubernur, Wakil Gubernur, dan 
Sekda DIY. 
 
B. Sajian Data 
Aktivitas cyber public relations Humas Pemda DIY di media online untuk 
memberikan informasi kepada publik dapat dilihat berdasarkan publikasi dan 
interaksi yang terdapat dalam media online tersebut, yang meliputi publikasi 
kegiatan Pimpinan, publikasi kebijakan daerah, publikasi acara-acara yang 
diadakan SOPD di lingkup DIY, serta hasil wawancara untuk mengetahui 
pelaksanaan cyber public relations sebagai media informasi. 
1) Cyber Public Relations Humas Pemda DIY di Website 
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa informasi merupakan 
kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan 
sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, Bidang 
Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi DIY mempunyai peran untuk 
menyediakan informasi terkait kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah 
dan agenda Pimpinan.  
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Dalam rangka mewujudkan reformasi Tata Kelola Pemerintahan 
yang baik (Good Governance), biro Umum Humas dan Protokol Setda 
DIY terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan tamu dan pimpinan 
serta meningkatkan kualitas informasi Pemerintah Daerah kepada 
masyarakat. 
Setiap dinas yang ada di Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) mempunyai website pribadi dan media sosial untuk 
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait dinas tersebut, yang 
nantinya setiap website dinas disatukan dalam website resmi Pemda DIY 
melalui link  dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.  
 
Gambar 1.6 Tampilan Depan Website Pemda DIY 
Sumber: www.jogjaprov.go.id 
 
Ada dua informasi yang tersedia di instansi Pemerintah, yakni 
informasi yang terbuka dan dikecualikan. Informasi yang terbuka 
mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 
berkala; Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan 
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Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat (Undang-Undang No 14 
Tahun 2008). 
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 
yakni informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, informasi mengenai 
kegiatan dan kinerja Badan Publik, informasi mengenai laporan keuangan 
dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Publikasi agenda Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda DIY  
diunggah secara cepat dan akurat setiap harinya di website Pemda DIY. 
Ketika ada agenda pimpinan, tim liputan akan terjun langsung meliput 
pimpinan. Tim liputan ini terdiri dari fotografer, videografer, dan reporter. 
Sesampainya di kantor, hasil liputan dilaporkan, dengan pembagian kerja 
reporter menulis berita, fotografer memilih foto yang bagus, videografer 
memilih video yang bagus. Lalu berita tersebut akan diunggah di website 
maupun media sosial.  
“Jadi ada acara gubernur, acara dimana, tim liputan datang 
(fotografer, videografer, dan reporter) , liputan, ke kantor, reporter 
bikin teks berita, fotografer memilih foto, videografer memilih 
videonya, terus diupload di website.” (Wawancara dengan admin 
media sosial Humas Pemda DIY pada 22 Mei 2019). 
 
Informasi publik yang diunggah di website Pemda DIY antara lain 
informasi terbuka, informasi berkala, dan informasi serta merta. Selain 
publikasi kegiatan pimpinan, konten yang tersedia di website resmi Pemda 
DIY bermacam-macam. Keterbukaan informasi publik ini disediakan 
dalam sub menu yang bisa diakses masyarakat dengan mudah di website. 
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Seperti pada menu Layanan ini, masyarakat dapat memilih informasi yang 
dibutuhkan. 
 
Gambar 1.7 Tampilan Website Pemda DIY 
Sumber: www.jogjaprov.go.id 
 
Setiap ada hari penting, Humas Pemda DIY memberikan 
pengumuman di website Pemda DIY untuk semua pegawai yang wajib 
diikuti. Contoh ketika menjelang hari Pancasila, mempublikasikan 
pengumuman sebelum hari H berisi himbauan semua pegawai untuk 
mengikuti upacara.  
 
      Gambar 1.8 Tampilan Website Pemda DIY 
                Sumber: www.jogjaprov.go.id 
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Setiap dinas yang ada di Pemda DIY wajib memiliki website 
pribadi yang dikelola oleh dinas terkait. Salah satunya website Biro Umum 
Humas dan Protokol Setda DIY yang beralamatkan 
www.biroumum.jogjaprov.go.id namun website tersebut kurang update. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.9 Tampilan Website Biro Umum Humas dan Protokol 
Sumber: www.biroumum.jogjaprov.go.id 
 
Website Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY menyediakan 
informasi seputar profil biro, berita pimpinan, publikasi kegiatan yang 
telah dilaksanakan, pengumuman, pindato Gubernur, buletin Jogjawara, 
dokumen-dokumen, dsb. Namun sangat disayangkan, informasi yang 
tersedia di website Biro Umum Humas dan Protokol ini kurang update. 
Sehingga masyarakat lebih beralih ke website Pemda DIY yang dirasa 
lengkap dan uptodate. 
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Gambar 2.0 Tampilan Website Biro Umum Humas dan Protokol 
Sumber: biroumum.jogjaprov.go.id 
 
Sub bagian Penyiapan Bahan Informasi Kebijakan Pemerintah 
Daerah mempunyai tugas menyusun sambutan Gubernur, Wakil Gubernur, 
dan Sekda DIY. Sambutan tersebut diunggah dan dapat diunduh 
masyarakat melalui website www.biroumum.jogjaprov.go.id yang 
nantinya dapat digunakan wartawan untuk menyusun berita. 
“Contohnya waktu membacakan sambutan yang kami buat, lalu 
akan dirangkum, melalui portal maupun sosmed, ada website 
biroumum bisa mengupload sambutan gubernur, tapi gak update 
sampai sekarang’’ (Wawancara dengan Kasubag Penyiapan 
Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah pada 18 Juni 2019). 
 
 Karakteristik website Pemda DIY sudah ada nilai informasi, 
namun masih satu arah, karena belum menyediakan fitur online chat yang 
dapat digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat 
sehingga umpan balik masih tertunda. Informasi yang disampaikan tidak 
hanya tidak hanya untuk kepentingan pemerintah saja namun juga 
menyangkut kepentingan publik atau masyarakat.  
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Pemda DIY memfasilitasi masyarakat yang ingin menyampaikan 
keluhannya seputar kinerja Pemerintah dan fasilitas-fasilitas umum yang 
ada di lingkup Yogyakarta pada website Pemda DIY melalui sub menu  E-
LAPOR DIY. Nantinya, keluhan dan laporan tersebut akan ditampung dan 
disampaikan ke Dinas terkait.  
 
 
Gambar 2.1 Tampilan E-LAPOR DIY  
Sumber: www.jogjaprov.go.id 
 
 
 Setiap SOPD di lingkup Pemda DIY mempunyai website pribadi 
untuk media informasi dan publikasi yang lebih lengkap dan rinci terkait 
SOPD tersebut. Masyarakat yang ingin mengunjungi website SOPD 
tersebut dapat memilih menu Link yang nantinya akan muncul Subdomain 
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dari website-website SOPD yang ada di lingkup Pemda DIY. Apabila 
diklik akan langsung mengarah ke website yang dimaksud.  
 
Gambar 2.2 Tampilan Website Pemda DIY  
Sumber: www.jogjaprov.go.id 
  
Berita-berita yang diunggah di website menampilkan isi berita 
beserta gambar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. 
Wartawan-wartawan biasanya mencari informasi dan bahan berita di 
website Pemda DIY karena terjamin keakuratannya.  
“Website: masyarakat luas , genre tementemen masyarakat yang 
membutuhkan informasi utuh, detail, dan lengkap. Beritanya bisa 
panjang, tidak ada batasan karakter. Media biasanya mulai dari 
website, baru ke kantor. Nanya ke narasumber/kepala dinas dari 
reportase dari website” (Wawancara dengan Admin Media Sosial 
Humas Pemda DIY pada 22 Mei 2019). 
 
2) Cyber Public RelationsHumas Pemda DIY di Media Sosial 
Humas Pemda DIY mempunyai akun media sosial Facebook, 
Instagram, dan Twitter. Ketiganya aktif dikelola oleh para admin. 
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Followers media sosial mempunyai target anak-anak muda hingga dewasa. 
Postingan di media sosial pun terkesan lebih santai namun tetap informatif. 
Di media sosial Instagram, informasi yang diunggah oleh Humas 
Pemda DIY adalah agenda Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda DIY 
juga informasi tentang kebijakan daerah yang diperbaharui secara rutin 
dan update. 
 
       
Gambar 2.3 Tampilan Instagram Humas Pemda DIY 
Sumber: www.instagram.com/humasjogja 
 
Humas Pemda DIY juga ikut memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh dinas-dinas instansi di lingkup DIY dengan ikut membantu 
mempublikasikan informasi tersebut di media sosial milik Humas. Contoh 
ketika acara Pasar Kangen Jogja, Bedah Menoreh dari Dinas Pariwisata, 
dsb. Seperti dalam pamflet acara Dinas Pariwisata berikut. 
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Gambar 2.4 Publikasi Humas Pemda DIY di Instagram 
Sumber: www.Instagram.com/humasjogja 
Humas Pemda DIY menggunakan teknik khusus agar interaksi 
dengan masyarakat dapat terus berjalan dengan baik, seperti packaging 
konten, membuat konten yang menarik minat atau ketertarikan orang, 
kreatif, konsisten mengelola konten. 
“Strategi yang dilakukan ya salah satunya memuat konten-
konten yang dirasa menarik bagi masyarakat, jadi biasanya kalo 
kontennya bagus otomatis masyarakat yang sudah mengikuti 
secara ikhlas willingnessnya untuk sharing berita ke masyarakat 
lain itu mudah. Twitter diretweet, Instagram diupload di wa group 
atau instastorynya sendiri. Kalo kontennya bagus otomatis lebih 
mudah, keinginan untuk ngeshare ulang lebih besar. Dari situ 
biasanya getog tular, ada moment-moment tertentu, kita promote, 
promote lewat Facebook, lewat Instagram kita paid promote, tapi 
basicnya lebih gimana caranya membuat konten yang menjual dan 
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bagus.” (Wawancara dengan Kepala Humas DIY pada 18 Juni 
2019). 
 
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Humas DIY, aktivitas 
cyber public relations yang dilakukan Humas Pemda DIY melalui media 
sosial salah satunya sering berinteraksi dengan masyarakat, dalam hal ini 
pengikut media sosial yang dimiliki Humas. Kreatifitas admin dalam 
mengelola media sosial mampu menempatkan media sosial sebagai media 
komunikasi virtual yang menarik dan praktis. Admin menyebutkan dirinya 
sebagai “mas min” ketika berinteraksi dengan pengikut media sosial. 
Dalam gambar berikut ini salah satu interaksi yang dilakukan admin media 
sosial melalui media sosial Twitter. 
 
                     
 Gambar 2.5 Publikasi Humas Pemda DIY di Twitter 
Sumber: www.twitter.com/humas_jogja 
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Admin media sosial mencoba berinteraksi dengan para pengikut 
media sosial Humas Pemda DIY. Mengunggah foto makanan dengan 
caption yang persuasif dan santai untuk menarik partisipasi publik agar 
terkesan tidak kaku dan terlalu formal.  
Di Instagram, admin melakukan interaksi dengan pengikut akun 
Humas Pemda DIY untuk membangun relasi yang kuat dengan 
masyarakat, yaitu melakukan survey dengan membuat Instastory yang 
memanfaatkan fitur Q&A memuat pertanyaan dari admin dan bisa dijawab 
oleh semua pengikut akun @humasjogja. Berikut unggahan Instastory 
yang ada di akun Instagram Humas. 
     
Gambar 2.6 Publikasi Instagram Story Humas Pemda DIY 
 Sumber: www.instagram.com/humasjogja 
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Terkadang, Humas Pemda DIY mengemas jadwal agenda-agenda 
yang akan datang menjadi satu kesatuan gambar yang memudahkan 
pengikut media sosialnya untuk mencari informasi. Seperti ketika akan 
menyambut HUT Kemerdekaan RI ini. Humas Pemda DIY 
menggunggahnya ke Instagram Story dan media sosial lainnya. 
          
Gambar 2.7 Publikasi Instagram Story Humas Pemda DIY 
 Sumber: wwww.instagram.com/humasjogja 
Selain media sosial, Humas Pemda DIY juga memiliki akun 
Youtube yang berisikan video-video kumpulan kegiatan Gubernur yang 
telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Namun, sarana dan 
prasarana yang dimiliki Humas Pemda DIY sekarang ini belum 
mendukung, seperti membuat animasi dan motion grafis, yang mana 
membutuhkan komputer dengan spek tinggi.  
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Gambar 2.8 Tampilan channel Youtube Humas Pemda DIY 
Sumber: www.youtube.com/humasjogja 
 
C. Implementasi Cyber Public RelationsHumas Pemda DIY dalam 
Memberikan Informasi Kepada Publik 
Menurut Cutlip dan Center dalam Effendy (2009: 116) Public 
Relations adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, 
mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi 
demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu 
program kegiatan untuk meraih pengertian dan dukungan publik.  
Cyber public relations adalah kegiatan public relations yang dilakukan 
dengan media perantara elektronik internet dalam menciptakan citra positif 
perusahaan, membangun merk, memelihara kepercayaan. Dengan adanya 
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internet, memudahkan para pelaku PR untuk menjalankan tugasnya secara 
online, dan dapat mendekatkan perusahaan dengan masyarakat luas. 
Potensi-potensi yang didapat dalam pemanfaatan cyber public relations 
adalah komunikasi konstan,  respons yang cepat, interaktif, komunikasi 
dua arah, pasar global, dan hemat (Onggo, 2004: 4-5). 
Berdasarkan konsep Philip & Young, ada lima elemen utama cyber 
public relations, yaitu Transparency, Internet as An Agent, Internet 
Porosity, Reach, dan Richness of Information. 
Aktivitas public relationsdalam penerapannya menggunakan media 
online atau disebut sebagai cyber public relations Humas Pemda DIY 
adalah sebagai berikut. 
1. Pelayanan Transparansi 
Dengan adanya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah kini diwajibkan 
untuk transparan dalam menyampaikan semua informasi kepada 
masyarakat. Informasi ini berupa informasi yang terbuka, serta 
merta, dan dikecualikan. 
Keterbukaan informasi penting menjadi elemen utama 
dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good 
Governance). Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY 
berupaya meningkatkan kualitas informasi Pemerintah Daerah 
kepada masyarakat demi mewujudkan good governance. Beberapa 
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prinsip dalam mewujudkan good governance salah satunya adalah 
transparansi.  
Transparansi berarti keterbukaan dalam melakukan segala 
kegiatan organisasi, dapat berupa keterbukaan informasi, 
komunikasi, bahkan dalam hal budgeting. Transparansi yang ada di 
Pemda DIY sudah berjalan dengan baik. Setiap SOPD di lingkup 
Pemda DIY mempunyai website pribadi yang digunakan untuk 
media publikasi dan informasi tentang SOPD tersebut secara lebih 
rinci. 
Humas Pemda DIY berperan menjadi salah satu lembaga 
dalam mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Upaya yang 
dilakukan Humas Pemda DIY agar bersifat transparan dalam 
mempublikasikan informasi di media online dalah dengan 
mengunggah berita yang telah diliput dengan akurat dan update di 
website maupun media sosial. Menyampaikan semua kebijakan 
Pemerintah melalui media online.  
Instansi Pemerintah diwajibkan untuk transparan dalam 
memberikan informasi kepada masyarakat, namun dalam 
pelaksanaannya ada beberapa informasi yang tidak dapat 
dibagikan, yang dinamakan dengan informasi yang dikecualikan, 
apabila dibagikan akan muncul polemik.   
“Menyampaikan semua berita secara transparan, 
atau konteksnya, memang ada kegiatan-kegiatan. Agenda 
pimpinan yang tidak bisa dishare ke publik, tapi sangat 
terbatas. Contoh kebijakan yang memang belum pasti, nanti 
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apabila dishare ke publik akan menjadi polemik. Lebih baik 
di skip. Semua bisa dishare.” (Wawancara dengan Kepala 
Humas Pemda DIY pada 18 Juni 2019). 
 
Bentuk transparansi lainnya yang dilakukan Humas Pemda 
DIY lainnya adalah membagikan pidato Gubernur ke website dan 
dapat diunduh secara mudah. Materi pidato ini nantinya dapat 
menjadi bahan dalam menyusun berita oleh para wartawan. 
Humas Pemda DIY mempunyai produk publikasi berupa 
buletin yang dinamakan Buletin Jogjawara. Buletin ini dibuat 
setiap bulan dan Humas Pemda DIY sebagai pengelola konten. 
Setiap bulannya, Jogjawara dicetak dalam bentuk buletin dan juga 
diunggah ke website dalam bentuk soft copy. Buletin Jogjawara ini 
memuat agenda-agenda Pimpinan dan kebijakan Pemda yang telah 
dilaksanakan selama satu bulan.  
“Buletin bulanan, di dalamnya lebih ke informasi 
yang disampaikan lebih ke agenda-agenda pimpinan selama 
sebulan ngapain, kita juga menghighlight tema bulan itu 
apa, misal kemaren sempet kita highlight pembangunan 
bandara jogja di kulonprogo, mungkin ini nanti tentang uji 
coba pedestrian malioboro. Setiap bulan ada tema yang di 
highlight.” (Wawancara dengan Kepala Humas Pemda DIY 
pada 18 Juni 2019).  
    
 Berdasarkan wawancara tersebut, Humas Pemda DIY 
masih menggunakan media cetak sebagai wadah informasi. 
Meskipun minat membaca masyarakat melalui media cetak sedikit 
menurun, tidak mengurangi kinerja Humas Pemda DIY dalam 
menerbitkan produk publikasinya, yaitu Buletin Jogjawara. Buletin 
Jogjawara selalu mempunyai tema-tema yang berbeda tiap terbit. 
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Tema yang diambil biasanya berita hangat yang sedang populer di 
masyarakat. Contohnya, ketika ada uji coba kawasan Malioboro 
tiap Selasa Wage, berita ini menjadi hangat di kalangan masyarakat 
Yogyakarta selama beberapa hari setelah kebijakan ini dikeluarkan.  
Menurut salah satu pengikut Instagram Humas Pemda DIY, 
Asep Prasetio, ia mengatakan bahwa Humas Pemda DIY sudah 
cukup transparan dalam memberikan informasi, berita-berita yang 
diunggah pun akurat dan dapat dipastikan kebenarannya. Namun 
untuk kelengkapan informasi di media sosial Humas Pemda DIY 
dinilai kurang, karena disana hanya menyediakan informasi seputar 
pimpinan dan acara-acara yang berlangsung, belum termasuk 
destinasi wisata dan informasi lainnya.  
2. Kekayaan Informasi Melalui Media Online  
Kekayaan informasi memiliki relevansi dengan 
terwujudnya good governance. Kekayaan informasi juga menjadi 
salah satu elemen yang mendorong pelaksanaan PR online. 
Richness of Information atau kekayaan informasi ini disediakan oleh 
organisasi dan sejumlah pelaku (agen) manusia dan mesin lainnya (Philip 
& Young: 55).  
Kekayaan informasi ini bisa diperoleh dengan membuat 
konten yang kaya akan kata-kata, gambar, video, dan suara. 
Melalui media online, Humas Pemda DIY berperan 
memdistribusikan informasi kepada masyarakat. Informasi ini 
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berupa kegiatan dan agenda Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda 
DIY dan informasi kebijakan Pemerintah Daerah. 
Melalui website Pemda DIY, pemerintah menyediakan 
berbagai informasi seputar Yogyakarta dengan desain website yang 
eyecatching dan sederhana untuk memudahkan masyarakat dalam 
mencari informasi. Selain itu, website Pemda DIY juga 
menyediakan kolom keluhan masyarakat yang nantinya akan 
ditanggapi oleh SOPD terkait.  
“Setiap dinas punya website sendiri-sendiri. Humas 
mengelola lebih general, humas lebih banyak mengisi 
konten tentang Gubernur dan Wakil Gubernur.” 
(Wawancara dengan Admin Media Sosial Humas Pemda 
DIY 26 Mei 2019). 
 
Berdasarkan wawancara di atas, Humas Pemda DIY 
berperan menyediakan konten-konten yang ada di website Pemda 
DIY dengan publikasi berita kegiatan dan agenda Gubernur, Wakil 
Gubernur, dan Sekda DIY lengkap dengan foto. Selain itu,  Humas 
Pemda DIY menggunggah softcopy buletin Jogjawara yang 
diunggah setiap bulannya. 
Liputan yang dilaksanakan setiap hari. Setiap meliput suatu 
acara, wajib ada tiga orang karyawan Humas. Ketiganya 
mempunyai tugas yang berbeda-beda, yaitu sebagai reporter, 
fotografer, dan videografer. Setelah selesai meliput, ketiganya 
kembali ke kantor untuk menyusun satu berita. Reporter, menulis 
berita. Fotografer, memilih foto yang bagus dan menarik. 
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Videografer, mengedit video. Berita yang telah selesai diliput akan 
dipublikasikan di website dan media sosial Humas Pemda DIY. 
“Jadi ada acara gubernur, acara dimana, tim liputan 
datang (fotografer, videografer, dan reporter) , liputan, ke 
kantor, reporter bikin teks berita, fotografer memilih foto, 
videografer memilih videonya, terus diupload di website.” 
(Wawancara dengan Admin Media Sosial Humas Pemda 
DIY pada 22 Mei 2019). 
 
Humas Pemda DIY bertugas untuk membuat konsep 
sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur, setiap sambutan yang 
dibuat nantinya diunggah di website Pemda DIY maupun website 
Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY yang dapat digunakan 
wartawan media cetak maupun media online untuk menyusun 
berita. 
“Informasi tentang kebijakan publik di medsos dan 
website. Contohnya waktu membacakan sambutan yang 
kami buat, lalu akan dirangkum, melalui portal maupun 
sosmed, ada website biroumum bisa mengupload sambutan 
gubernur, tapi gak update sampai sekarang, jadi lebih ke 
websitenya Pemda” (Wawancara dengan Kasubag 
Penyiapan Bahan Informasi Kebijakan Pemda 18 Juni 
2019). 
 
3. Pengelolaan Media Sosial 
Menurut Cross (2014: 2) media sosial merupakan istilah 
yang mendeskripsikan beragam teknologi yang digunakan untuk 
melibatkan orang-orang dalam sebuah kolaborasi, pertukaran 
informasi, dan interaktivitas dengan konten web-based. 
Dalam mengelola media sosial, Humas Pemda DIY 
mempunyai strategi tersendiri sebagai wadah informasi dan 
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berkomunikasi dengan masyarakat. Dengan menggunakan strategi 
tersebut, diharapkan partisipasi publik dapat meningkat.  
Dalam meraih Reach atau disini diartikan sebagai 
partisipasi publik, diperlukan adanya ketekunan dalam mengelola 
media sosial. Selain itu juga diperlukan konten-konten dengan 
desain yang menarik. Kekayaan dan jangkauan adalah elemen 
penting dalam mengembangkan transparansi perusahaan yang 
kompetitif (Philip & Young: 56). 
Humas Pemda DIY mempunyai akun media sosial untuk 
media publikasi dan media komunikasi. Akun media sosial tersebut 
yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter. Admin yang mengelola 
media sosial terdapat empat orang.Selain itu, Humas Pemda DIY 
juga mempunyai channel Youtube pribadi untuk media publikasi 
dengan menggunakan video. 
“Humas mengelola lebih general, humas lebih 
banyak mengisi konten tentang Gubernur, Wakil Gubernur, 
dan Sekda DIY. Kegiatan pemerintah daerah, kebijakan, 
program, event acara pertunjukan budaya yang disupport 
dinas pariwisata. Namun itu di medsos saja, kalau di 
website banyak, ada pengumuman, kebijakan, misal besok 
ada upacara hari pancasila, semua pegawai wajib 
mengikuti, pengumumannya ada di website, lowongan 
cpns.” (Wawancara dengan Admin Media Sosial Humas 
Pemda DIY pada 26 Mei 2019). 
 
Publikasi yang dilakukan Humas Pemda DIY adalah 
publikasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda DIY, 
juga informasi tentang kebijakan Pemerintah Daerah. Tim liputan 
yang terdiri dari tiga orang dengan masing-masing tugasnya yakni 
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fotografer, videographer, dan reporter membuat satu berita dan 
diunggah ke website dan media sosial.Bisa dilihat gambar di bawah 
ini. 
               
    Gambar 2.9 Tampilan Website Pemda DIY 
   Sumber: www.jogjaprov.go.id 
 
          
Gambar 3.0 Publikasi Berita di Instagram Humas Pemda DIY 
     Sumber: www.instagram.com/humasjogja 
 
Dalam pengelolaan media sosial ini Humas Pemda DIY 
mempunyai berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi 
publik: 
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a. Packaging Content  
Memuat konten-konten yang dirasa menarik bagi 
masyarakat, dengan desain yang unik dan sederhana,  
tentunya menyesuaikan segmentasi dari media sosial 
tersebut yang berkisar antara anak-anak muda sampai 
dewasa. Apabila kontennya bagus dan menarik, otomatis 
masyarakat akan tergerak untuk membagikan informasi 
tersebut kepada pihak lainsehingga distribusi informasi 
dapat sampai dengan cepat dan mudah. 
“Bagi masyarakat, yang kita lakukan 
menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, media 
sudah ada perubahan, yang dulu orang suka 
membaca koran sekarang berita dari online. Dan 
juga penikmatnya bergeser, dulu mungkin koran-
koran, majalah, banyak dikonsumsi oleh masyarakat 
dan sekarang ratarata penikmatnya dua puluh lima 
keatas, sekarang kaum millenials lebih aware terkait 
pemberitaan pemerintah, humas sttrateginya 
mencoba untuk membuat konten-konten yang 
dihasilkan lebih dekat dengan masyarakat, mungkin 
hampir sama dengan semua isntansi pemerintah, 
menyesuaikan dengan kondisi pasar.” (Wawancara 
dengan Kepala Humas Pemda DIY pada 18 Juni 
2019). 
 
b. Membuat Social Media News Release 
Dalam media sosial, social media news release 
lebih dikelola menjadi sebuah berita, bukan sebagai sebuah 
promosi. Social Media Release lebih menekankan pada 
informasi yang penting, isi yang menarik, gambar yang 
sesuai, dan tidak bersifat hiperbola.  
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 Media sosial Instagram Humas Pemda DIY 
menggunakan social media template di fitur Instagram 
Story yang memungkinkan Humas untuk menghadirkan 
model komunikasi yang berbeda. Social media template ini 
berisi inti berita yang telah diunggah di website sebagai 
caption dengan beberapa gambar yang kemudian dijadikan 
satu menjadi sebuah gambar unggahan Instagram Story. 
 
  Gambar 3. Publikasi Instagram Story Humas Pemda DIY 
Sumber: www.instagram.com/humasjogja 
 
c. Social Networking 
Pemanfaatan media sosial Humas Pemda DIY tidak 
hanya memuat berita dan dapat diakses oleh masyarakat, 
tetapi juga dapat berkomunikasi langsung dengan 
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masyarakat. Komunikasi yang berlangsung melalui media 
sosial adalah komunikasi dua arah (two way 
communication).  
Twitter, meretweet informasi dari SOPD lain terkait 
informasi seputar Yogyakarta, seperti info cuaca dari 
BMKG. Stalkim Yogyakarta. Sering berinteraksi dengan 
followers. Yang dilakukan dengan mengunggah foto 
makanan dengan caption yang persuasif dan santai untuk 
menarik partisipasi publik agar terkesan tidak kaku dan 
terlalu formal.  
“Humas berfokus ke agenda Pimpinan , 
namun kami juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan dinas dinas instansi yang ada di 
Pemda DIY yang skalanya Nasional, kaya MKG, 
kaya Bedah Menoreh (Dinas Pariwisata), Pasar 
Kangen Jogja. Kami ikut membantu 
mempublikasikan event-event tersebut.” 
(Wawancara dengan Kepala Humas Pemda DIY 
pada 18 Juni 2019). 
 
Instagram, memanfaatkan fitur Instagram Story 
untuk berinteraksi dengan para pengikut, seperti melakukan 
survei singkat terkait tampilan baru website Pemda DIY, 
membagikan pengumuman resmi kebijakan pemerintah 
daerah, dan publikasi berita agenda Pimpinan. Memuat 
konten yang menjual, bagus, dan menarik, otomatis 
masyarakat tertarik untuk ikut membagikan informasi 
tersebut kepada masyarakat yang lain.    
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4. Pengelolaan Interactive Newsroom (Ruang Berita Interaktif) 
Dalam melaksanakan tugasnya, Humas Pemerintahan 
berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, menjalin 
komunikasi timbal balik, dan membuat citra yang baik. Salah satu 
kegiatan Humas Pemerintahan adalah membina pengertian kepada 
publik terhadap kebijaksanaan pimpinan, baik kepada khalayak 
intern maupun khalayak ektern. Pembinaan pengertian kepada 
publik ini termasuk pemberian dan pelayanan informasi.  
Kegiatan lainnya adalah publikasi, menyelenggarakan 
dokumentasi kegiatan-kegiatan pokok instansi pemerintah terutama 
pimpinan. Kegiatan-kegiatan inilah yang nantinya dibuat sebuah 
berita dan dipublikasikan kepada masyarakat.  
Humas Pemda DIY menyediakan dan menggunakan 
newsroom di website resmi Pemda DIY sebagai pusat informasi 
utama Pemda DIY. Ruang berita interaktif ini menjadi sumber 
rujukan bagi para wartawan yang akan menulis berita karena 
dianggap kredibel dan akurat daripada sumber-sumber lain.  
Berita yang diunggah di website Pemda DIY terus 
diupdate. Dapat memuat karakter lebih banyak dan isi lebih 
panjang dibanding dengan media sosial yang karakternya dibatasi 
hanya sampai beberapa kata saja. 
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5. Komunikasi Audio Visual 
Media audio visual dapat diartikan sebagai sarana peraga 
yang bersifat dapat didengar dan dilihat. Perkembangan teknologi 
ini memunculkan beragam perangkat digital yang memudahkan 
masyarakat dalam mengakses internet dan video. Komunikasi 
audio visual (video instansi) ini mempunyai daya tarik tersendiri 
dan lebih banyak diminati daripada komunikasi menggunakan teks.  
Jenis komunikasi audio visual yang dilakukan Humas 
Pemda DIY adalah video news release, merilis berita agenda 
pimpinan dalam bentuk video. Video yang ditampilkan ini berisi 
rangkuman agenda Gubernur DIY selama sebulan. Humas Pemda 
DIY mempunyai channel Youtube pribadi untuk menggunggah 
konten-konten video tersebut. Setelah diunggah, biasanya video ini 
dipromosikan di Instagram yang apabila diklik akan diarahkan ke 
situs Youtube.  
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D. Kendala-kendala yang Dihadapi 
Internet menuntut para pelaku PR untuk memanfaatkan media 
online. Keberadaan internet memudahkan para pelaku PR untuk 
mengekspos informasi-informasi terkait perusahaan atau organisasi. 
Adanya website resmi dan media sosial perusahaan dapat mempengaruhi 
persepsi publik terhadap perusahaan tersebut. 
Cyber public relations mudah diterapkan oleh organisasi ataupun 
perusahaan karena adanya media internet yang dapat diakses oleh siapapun 
dan dimanapun. Dalam pelaksanaan dan penerapan cyber public relations 
oleh organisasi ataupun perusahaan tentu mengalami kendala-kendala 
sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal. 
Berikut kendala-kendala yang menghambat implementasi cyber 
public relations Humas Pemda DIY dalam memberikan informasi kepada 
publik: 
1. Sumber Daya Manusia yang Terbatas 
Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai Humas Pemda DIY masih 
relatif kurang. Terlebih ketika akan meliput kegiatan-kegiatan 
Pimpinan. Banyaknya agenda Pimpinan dan terbatasnya jumlah 
pegawai yang meliput menjadi penghambat. Berdasarkan SOP, setiap 
liputan agenda pimpinan harus terdiri dari tiga orang dalam satu tim, 
yakni reporter, fotografer, dan videografer.  
Rentan waktu peliputan tidak serta merta ketika agenda selesai. 
Setelah satu tim meliput, setiap orang dalam tim tersebut harus 
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menyusun narasi, memilih foto, dan mengedit video. Tugas menyusun 
menjadi satu berita wajib diselesaikan terlebih dahulu, lalu boleh 
meliput kegiatan lain. Keterbatasan jumlah tim yang meliput inilah 
yang menjadi penghambat dalam melakukan dokumentasi agenda 
pimpinan. Banyaknya undangan meliput yang bersamaan dan di setiap 
undangan acara harus didokumentasikan maka salah satu acara mau 
tidak mau harus dibatalkan karena kurangnya tim liputan dari Humas 
Pemda DIY.  
“Internal lebih ke SDM, karena memang model berita 
liputan yang disampaikan saya selaku pimpinan humas ingin agar 
liputan-liputan yang ditampilkan itu kekinian, sedangkan mungkin 
SDM yang tersedia, sarana dan prasarana yang tersedia belum bisa 
mengakomodir , kalo sesuai SOP hasil liputan sebisa mungkin bisa 
segera ditayangkan, hal-hal itu yang  humas perlu ditingkatkan 
agar berita yang disampaikan, waktu penayangan, bisa segera 
maksimal sebagai contoh agenda pimpinan  hari ada 3 agenda 
padahal setiap agenda liputan SDM yang diperlukan ada 3 , 
reporter videografer dan fotografer, pak gub wagub sekda ada, 
kekurangan orang, apalagi kalau tempatnya berjauhan” 
(Wawancara dengan Kepala Humas Pemda DIY pada 18 Juni 
2019). 
 
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kurang 
Seiring dengan perkembangan teknologi ini, Humas berupaya 
mengikuti trend yang sedang terjadi di masyarakat, terlebih ketika 
liputan. Namun faktor kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang 
memiliki keahlian mengakibatkan kinerja pegawai yang belum 
maksimal dalam menjalankan fungsi yang semestinya. Karena 
kurangnya kualitas sumber daya manusia maka sangat berpengaruh 
dalam proses penyampain suatu informasi dalam bentuk teks, gambar, 
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dan audio visual kepada khalayak umum. Kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) sangat membantu dalam kelangsungan kerja Humas 
Pemda DIY. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja 
Humas Pemda DIY.  
Hampir semua karyawan yang ada di Humas Pemda DIY belum 
mendapatkan diklat tentang kehumasan, dimana seharusnya pranata 
Humas harus mendapatkan diklat kehumasan. Diklat kehumasan yaitu 
pelatihan formal yang membahas tentang tugas-tugas Humas 
Pemerintah lebih dalam, namun tetap memperhatikan kode etik 
jurnalistik ketika menyampaikan sebuah informasi atau berita kepada 
masyarakat. Dengan adanya diklat kehumasan, diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan dalam memberikan suatu informasi atau 
berita yang tepat dan akurat.  
Dari segi skill, dalam menyampaikan berita resmi pemerintah, 
SDM sudah mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk menyusun 
berita. Namun, untuk menampilkan konten-konten yang mengikuti 
trend, kekinian, dan dapat diterima oleh netizen milleanials, SDM yang 
ada harus punya kepekaan dan skill yang lebih. Seperti ketika 
mengambil angle foto, harus disesuaikan dengan keberadaan obyek, 
angle yang diambi tidak hanya dari depan saja, namun dari berbagai 
sisi.  
Dalam menggunggah konten di media sosial, diperlukan editing 
photo yang berkualitas dengan tambahan desain grafis sehingga dapat 
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menarik perhatian publik dan membangun awareness terhadap 
informasi yang disampaikan. Dalam mengedit video, untuk mengedit 
berita-berita resmi hanya perlu memotong-motong video dan dijadikan 
satu. Namun, untuk mengikuti trend dan menarik minat netizen 
millenias, video yang diunggah haruslah sederhana, informatif, unik, 
dan responsif. Tentunya dengan memperhatikan angle kamera. Tidak 
semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada bisa melakukannya. 
3. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai 
Dalam meliput dan mengelola konten, membutuhkan alat-alat 
teknologi yang sudah maju dan mengikuti perkembangan jaman. Dalam 
meliput berita, fotografer dan videografer dalam mengambil gambar 
perlu memperhatikan angle objek, mengambil gambar dari atas 
membutuhkan drone. Seperti komputer dengan spek tinggi untuk 
membuat animasi, motion grafis, dsb. Namun yang tersedia di Humas 
Pemda DIY belum memadai sehingga dalam meliput dan membuat 
konten menggunakan alat seadanya.  
“Man resource, man power. Sumber daya manusia perlu 
disupport, yang energik, siap tempur, responsif. Lalu sarana dan 
prasarana yang ada kurang” (Wawancara dengan Admin Media 
Sosial Humas Pemda DIY pada 22 Mei 2019). 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan beberapa hal 
terkait implementasi cyber public relations Humas Pemda DIY dalam 
memberikan informasi ke publik. 
1. Humas Pemda DIY dalam menjalankan aktivitas cyber public relations 
lebih aktif dan update. Berdasarkan teori Philip & Young, yaitu 
Transparency, Internet as An Agent, Internet Porosity, Reach, dan 
Richness of Information ini, bisa disimpulkan penerapan cyber public 
relations Humas Pemda DIY dalam memberikan informasi publik, 
yaitu Pelayanan Transparansi, Kekayaan Informasi Melalui Media 
Online, Pengelolaan Media Sosial, Pengelolaan Interactive Newsroom 
(Ruang Berita Interaktif). Humas Pemda DIY menggunakan website 
dan media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter untuk memberikan 
informasi kepada publik. Keempatnya aktif dikelola oleh admin. Dalam 
mengimplementasikan cyber public relations ini, Humas Pemda DIY 
sudah informatif,aktual,dan transparan. Namun, partisipasi publik 
dinilai masih kurang dan tetap ada kekurangan dalam internalnya. 
2. Kendala yang dihadapi dalam memberikan informasi ke publik yaitu 
kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
ada dan sarana prasarana yang kurang mendukung. 
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B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 
1. Penelitian ini hanya dibatasi untuk mengetahui penerapan cyber public 
relations yang dilakukan Humas Pemda DIY dalam memberikan 
informasi kepada publik. Informasi yang dibagikan terfokus pada 
pimpinan, berupa berita kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Gubernur 
DIY, Wakil Gubernur DIY, dan Sekda DIY termasuk di dalamnya 
kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. 
2.  Adanya keterbatasan penelitian pada objek penelitian yang diteliti, 
terfokus pada pengelolaan website Pemda DIY yang dilakukan oleh 
Humas Pemda DIY, yaitu sebagai pengelola dan penyedia konten. 
Bukan pada pengelolaan website secara menyeluruh yang melibatkan 
Dinas lain.  
C. Saran 
Saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil pembahasan 
penelitian dan kesimpulan di atas, sebagai berikut: 
1. Bagi pihak yang terkait 
a) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di instansi perlu 
diperhatikan dan ditingkatkan, salah satunya dengan mengadakan 
diklat kehumasan bagi para karyawan di Humas Pemda DIY 
sehingga peran dan fungsi humas dapat dijalankan dengan baik. 
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b) Perlu dilakukan optimalisasi pada website Biro Umum Humas dan 
Protokol Setda DIY agar pengunjung website dapat meningkat dan 
informasi yang disampaikan lebih cepat sampai.  
c) Konten yang diunggah ke media sosial sebaiknya lebih beragam 
dengan desain-desain yang sederhana, eyecatching, informatif, dan 
aktual. Sehingga publik akan lebih responsif dan menjadikan akun 
Humas Pemda DIY menjadi sumber rujukan utama dalam mencari 
informasi. 
d) Pemanfaatan media onlinememudahkan Humas dalam berinteraksi 
dengan masyarakat dan memberikan informasi kepada masyarakat, 
dalam hal ini dibutuhkan partisipasi publik yang baik. Bila 
partisipasi baik, dapat meningkatkan peran aktif publik terhadap 
pemerintahan.  
2. Bagi penelitian selanjutnya 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan obyek 
penelitian dengan menganalis isi konten yang diunggah Humas Pemda 
DIY di media online dan menganalisis pelayanan publik sesuai prinsip 
Good Governance.  
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LAMPIRAN 
 
 
Lampiran 1. 
Pedoman Wawancara Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemda DIY 
 
Pedoman Wawancara 
(Interview Guide) 
A. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemda DIY 
1. Humas Pemda DIY berada di bawah naungan SOPD mana? 
2. Apa yang menjadi dasar filosofi kinerja Humas Pemda DIY? 
3. Visi misinya seperti apa? 
4. Informasi apa saja yang disediakan oleh Humas Pemda DIY? 
5. Apa saja media online yang dimiliki Humas Pemda DIY?  
6. Bagaimana strategi Humas Pemda DIY dalam mempromosikan media 
online tersebut kepada masyarakat? 
7. Produk publikasi apa saja yang dihasilkan Humas Pemda DIY? 
8. Upaya apa saja yang dilakukan Humas Pemda DIY untuk 
mewujudkan website yang representatif dan informatif? 
9. Bagaimana Humas Pemda DIY menghadapi keluhan dari masyarakat? 
10. Upaya apa saja yang dilakukan Humas Pemda DIY agar tetap 
transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat? 
11. Sekarang ini banyak akun-akun Instagram yang konten-kontennya 
berkaitan dengan informasi Yogyakarta, akibatnya akun media sosial 
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Humas Pemda DIY belum dijadikan sumber rujukan utama dalam 
mencari informasi, bagaimana Humas Pemda DIY menghadapinya? 
12. Bagaimana upaya Humas Pemda DIY dalam membangun 
kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepuasan masyarakat 
terhadap akses layanan informasi? 
13. Bagaimana upaya Humas Pemda DIY dalam menghadapi respon 
negatif dari masyarakat terhadap berita yang dipublikasikan? 
14. Pernah tidak informasi mengenai kebijakan Pemda tersebar luas ke 
masyarakat oleh pihak lain? 
15. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Humas Pemda DIY 
dalam memberikan informasi kepada masyarakat? 
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Lampiran 2. 
Pedoman Wawancara Kepala Sub Bagian Publikasi Dokumentasi dan Media 
Massa 
 
B. Kepala Sub Bagian Publikasi Dokumentasi dan Media Massa 
1. Apa saja tugas-tugas yang harus dijalankan Sub Bagian Publikasi 
Dokumentasi dan Media Massa? 
2. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Sub Bagian 
Publikasi Dokumentasi dan Media Massa? 
3. Bagaimana pelaksanaan publikasi, dokumentasi kebijakan dan kegiatan 
Pemda DIY? 
4. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan Sub Bagian Publikasi 
Dokumentasi dan Media Massa dalam menyebarluaskan informasi dan 
kebijakan Pemda? 
5. Bagaimana strategi Sub Bagian Publikasi Dokumentasi dan Media 
Massa dalam membangun relasi yang baik dengan wartawan? 
6. Bagaimana alur liputan yang ada di Humas Pemda DIY? 
7. Apakah berita-berita yang telah diunggah di website pernah 
menimbulkan persepsi negatif masyarakat? 
8. Apakah ada evaluasi konten berita atau informasi yang ada di website 
dan media sosial? Kapan biasanya diadakan? 
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Lampiran 3. 
Pedoman Wawancara Kepala Sub Bagian Penyiapan Bahan Informasi Kebijakan 
Pemerintah Daerah 
 
C. Kepala Sub Bagian Penyiapan Bahan Informasi Kebijakan 
Pemerintah Daerah 
1. Apa saja tugas-tugas yang harus dijalankan Sub BagianPenyiapan 
Bahan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah? 
2. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Sub 
BagianPenyiapan Bahan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah? 
3. Bagaimana alur penyusunan informasi dan kebijakan Pemerintah 
Daerah yang akan dibagikan kepada publik? 
4. Apa perbedaan informasi yang tersedia di Humas Pemda DIY dengan 
informasi yang tersedia di Komisi Informasi? 
5. Informasi kebijakan Pemerintah Daerah dipublikasikan di media apa 
saja? 
6. Bagaimana upaya Humas Pemda DIY dalam menyampaikan informasi 
yang aktual dan cepat kepada masyarakat? 
7. Apa hambatan Humas Pemda DIY dalam mempublikasikan informasi 
kepada masyarakat? 
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Lampiran 4. 
Pedoman Wawancara Admin Media Sosial Humas Pemda DIY 
 
D. Admin Facebook, Twitter, dan Instagram Humas Pemda DIY 
1. Ada berapa admin yang mengelola media sosial Humas Pemda DIY? 
2. Ada berapa admin yang mengelola website Pemda DIY? 
3. Siapa saja yang mengelola konten media sosial Humas Pemda DIY? 
4. Siapa saja sasaran utama / target dari masing-masing media online 
yang dimiliki Humas Pemda DIY? 
5. Informasi apa saja yang tersedia di website Pemda DIY? 
6. Bagaimana alur berita sampai dipublikasikan di website dan media 
sosial? 
7. Bagaimana menyeleksi konten yang akan diunggah di media sosial 
Humas Pemda DIY? 
8. Dalam publikasi konten media sosial, apakah ada kebijakan-
kebijakannya, bagaimana? 
9. Apakah Humas Pemda DIY ikut menyebarluaskan informasi dari 
SOPD lain yang ada di lingkup Pemda DIY? 
10. Apa saja strategi yang dilakukan Humas Pemda DIY dalam 
memberikan informasi kepada publik melalui media online? 
11. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Humas Pemda DIY dalam 
memberikan informasi kepada publik melalui media online? 
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Lampiran 5. 
Pedoman Wawancara Pengikut Akun Instagram Humas Pemda DIY 
 
E. Pengikut Akun Instagram Humas Pemda DIY 
1. Sejak kapan mengikuti akun Instagram @humasjogja ? 
2. Darimana Anda mengetahui informasi seputar Yogyakarta? 
3. Mengapa Anda memilih akun Instagram @humasjogja untuk mencari 
informasi? 
4. Bagaimana menurut Anda kecepatan informasi yang diunggah di akun 
Instagram @humasjogja ? 
5. Apakah menurut Anda akses informasi yang diunggah di akun 
Instagram @humasjogja sudah baik? 
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Lampiran 6. 
Transkip Wawancara 
 
Transkip Wawancara 
 
Narasumber  : Ditya Nanaryo Aji, SH. M.Ec.Dev 
Jabatan  : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemda DIY 
Waktu Wawancara : 18 Juni 2019 
1. Humas Pemda DIY berada di bawah naungan SOPD mana? 
Humas Pemda DIY berada di bawah naungan Biro Umum Humas 
dan Protokol Setda DIY sejak awal tahun ini.  
2. Visi misinya seperti apa? 
Visi dan misi mengikuti visi misi Biro Umum Humas dan 
Protokol, visinya itu institusi pelayanan pimpinan dan masyarakat yang 
berkualitas, berkarakter dan berbudaya. Sedangkan misinya meningkatkan 
kualitas penyelenggaraan pelayanan pimpinan dan tamu serta pengelolaan 
administrasi perkantoran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 
berbasis e-government. 
3. Informasi apa saja yang disediakan oleh Humas Pemda DIY? 
Humas berfokus ke agenda Pimpinan, kebijakan pemerintah 
daerah, namun kami juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
dinas dinas instansi yang ada di Pemda DIY yang skalanya Nasional, kaya 
MKG, kaya Bedah Menoreh (Dinas Pariwisata), Pasar Kangen Jogja. 
Kami ikut membantu mempublikasikan event-event tersebut. 
4. Apa saja media online yang dimiliki Humas Pemda DIY?  
Media sosial ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Website juga 
ada, website resmi Pemda DIY dan website Biro Umum. Sosmed 
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tigatiganya aktif membuat respon dan analisis dari ketiga media sosial 
tersebut. Ada tim analisis tenaga ahli yang menganalisis untuk sosmednya 
saja, sosmed lebih terbaca responnya. Kita juga ada channel Youtube 
sendiri yaitu Humas Jogja buat ngeshare video agenda Pimpinan.  
5. Bagaimana strategi Humas Pemda DIY dalam mempromosikan media 
online tersebut kepada masyarakat? 
Memuat konten-konten yang dirasa menarik bagi masyarakat, jadi 
biasanya kalo kontennya bagus otomatis masyarakat yang sudah mengikuti 
secara ikhlas willingnessnya untuk sharing berita ke masyarakat lain itu 
mudah. Twitter diretweet, instagram di wa group, atau instastorynya 
sendiri. Kalau kontennya bagus otomatis lebih mudah, keinginan untuk 
ngeshare ulang lebih besar. Dari situ biasanya getog tular, ada moment-
moment tertentu kita promote, promote lewat Facebook, lewat Instagram 
kita paid promote, tapi basicnya lebih gimana caranya membuat konten 
yang menjual dan bagus. 
6. Produk publikasi apa saja yang dihasilkan Humas Pemda DIY? 
Media cetak ada majalah Jogjawara. Buletin bulanan, di dalamnya 
lebih ke informasi yang disampaikan lebih ke agenda-agenda pimpinan 
selama sebulan ngapain, kita juga menghighlight tema bulan itu apa, misal 
kemaren sempet kita highlight pembangunan bandara jogja di kulonprogo, 
mungkin ini nanti tentang uji coba pedestrian malioboro. Setiap bulan ada 
tema yang di highlight. 
7. Upaya apa saja yang dilakukan Humas Pemda DIY untuk mewujudkan 
website yang representatif dan informatif? 
Bagi masyarakat, yang kita lakukan menyesuaikan dengan 
keinginan masyarakat, media sudah ada perubahan, yang dulu orang suka 
membaca koran sekarang berita dari online. Dan juga penikmatnya 
bergeser, dulu mungkin koran-koran, majalah, banyak dikonsumsi oleh 
masyarakat dan sekarang ratarata penikmatnya dua puluh lima keatas,  
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sekarang kaum millenials lebih aware terkait pemberitaan pemerintah, 
humas sttrateginya mencoba untuk membuat konten-konten yang 
dihasilkan lebih dekat dengan masyarakat, mungkin hampir sama dengan 
semua isntansi pemerintah, menyesuaikan dengan kondisi pasar contohnya 
sekarang mengambil stock gambar biasanya mainstream dari muka, kalau 
yang sekarang lagi trend ambil gambar dari atas pakai drone, kita juga 
menyesuaikan, beberapa liputan di lapangan kita menggunakan drone, 
tujuannya untuk menarik minat masyarakat untuk membuka website kami, 
mengakses berita di website. 
8. Bagaimana Humas Pemda DIY menghadapi keluhan dari masyarakat? 
Kita sesuaikan dengan proposi keluhan yang disampakan, biasanya 
kita sesuaikan dengan keluhan yang disampaikan misalnya dengan jalan 
berlubang, kita nanti mengarahkan laporannya ke dinas instansi terkait. 
9. Upaya apa saja yang dilakukan Humas Pemda DIY agar tetap transparan 
dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat? 
Menyampaikan semua berita secara transparan, atau konteksnya, 
memang ada kegiatan-kegiatan agenda pimpinan yang tidak bisa dishare 
ke publik, tapi sangat terbatas. Contoh kebijakan yang memang belum 
pasti, nanti apabila dishare ke publik akan menjadi polemik. Lebih baik di 
skip. Semua bisa dishare. 
10. Sekarang ini banyak akun-akun Instagram yang konten-kontennya 
berkaitan dengan informasi Yogyakarta, akibatnya akun media sosial 
Humas Pemda DIY belum dijadikan sumber rujukan utama dalam mencari 
informasi, bagaimana Humas Pemda DIY menghadapinya? 
Kami justru lebih senang kalo misalnya banyak akun-akun 
menyebarkan informasi mengenai DIY, tidak hanya berkaitan dengan 
pemerintah tapi juga eventevent, paling banyak mereka menyebarkan 
informasi mengenai event-event, kemudian pariwisata diy (wonderful 
jogja), info seni, kalau saya justru mendukung adanya akun-akun medsos 
yang membantu menyebarkan informasi tentang kegiatan-kegiatan seluruh  
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stakeholder yang ada di DIY tidak hanya pemerintah tapi juga kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk juga info-info tentang 
destinasi wisata dsb, nah hanya dari humas yang mungkin bisa dilakukan 
adalah kami berkoordinasi dengan admin-admin itu agar berita yang 
disampaikan lebih mengarah ke berita yang bermanfaat, berita-berita yang 
benar terjadi, event-event yang dilakukan sudah pasti terjadi sehingga 
meminimalisir adanya hoax, adanya berita ujaran kebencian dsb, kami ada 
yang melakukan tidak hanya humas tapi kominfo, ada pertemuan rutin 
dengan admin-admin medsos berfollower besar di DIY. Kami 
mendukung.Biasanya yang followernya banyak kemudian medsos nya 
sudah terkenal dimana-mana, berita yang diunggah itu positif. 
11. Bagaimana upaya Humas Pemda DIY dalam membangun kepercayaan 
masyarakat dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap akses 
layanan informasi? 
Kami selalu memberitakan berita-berita yang terkini, yang 
memang sifatnya aktual, menyampaikan konten-konten yang positif, 
harapannya bisa mengetahui agenda pimpinan, kebijakan-kebijakan 
pimpinan, event-event kegiatan yang dilakukan oleh instansi yang ada di 
lingkup Pemda DIY dengan cepat, yang kami lakukan dari segi konten: 
packaging konten, di dekatkan dengan segmen kekinian masyarakat, di 
samping itu menyampaikanberita secepat mungkin. Jadi masyarakat 
merasa konten yang diunggah itu konten yang update. 
12. Bagaimana upaya Humas Pemda DIY dalam menghadapi respon negatif 
dari masyarakat terhadap berita yang dipublikasikan? 
Model masyarakat yang sangat majemuk, respon yang diterima 
sangat beragam. Seperti contoh waktu uji coba Malioboro semi pedestrian 
banyak pro kontra, kita sebagai Humas harus bisa menjelaskan kebijakan-
kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah nah itu berujung terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak mungkin kebijakan 
Pemerintah merugikan masyarakat, mungkin merugikan sebagian kecil  
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tapi untuk masyarakat yang lebih luas harapannya peningkatan 
kesejahteraan lebih merata. 
13. Pernah tidak informasi mengenai kebijakan Pemda tersebar luas ke 
masyarakat oleh pihak lain? 
Terkait dengan agenda Pimpinan itu dari kami maupun Kominfo, 
bisa juga dari dinas intansi yang mengampu misalkan dari dinas 
perhubungan juga punya media sosial sendiri, itu biasanya kanal-kanalnya 
dari instansi official pemerintah karena setau saya informasi dari 
Pemerintah awalnya dari kami, tidak mungkin pihak luar bisa dapat atau 
mengupload terlebiih dahulu.  
14. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Humas Pemda DIY dalam 
memberikan informasi kepada masyarakat? 
Internal lebih ke SDM, karena memang model berita liputan yang 
disampaikan saya selaku pimpinan humas ingin agar liputan-liputan yang 
ditampilkan itu kekinian, sedangkan mungkin SDM yang tersedia, sarana 
dan prasarana yang tersedia belum bisa mengakomordir , kalau sesuai SOP 
hasil liputan sebisa mungkin bisa segera ditayangkan, hal-hal itu yang 
humas perlu ditingkatkan agar berita yang disampaikan, waktu 
penayangan, bisa segera maksimal sebagai contoh agenda pimpinan  hari 
ada 3 agenda padahal setiap agenda liputan SDM yang diperlukan ada 3 , 
reporter videografer dan fotografer, pak gub wagub sekda ada, kekurangan 
orang, apalagi kalau tempatnya berjauhan. 
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Transkip Wawancara 
 
Narasumber : Wahyu Riawanti, S.Pt., M.P 
Jabatan : Kepala Sub Bagian Publikasi Dokumentasi dan Media Massa 
Waktu  : 18 Juni 2019 
1. Apa saja tugas-tugas yang harus dijalankan Sub Bagian Publikasi 
Dokumentasi dan Media Massa? 
Melaksanakan publikasi, dokumentasi kebijakan, kegiatan 
pemerintah dan pemda. 
2. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Publikasi 
Dokumentasi dan Media Massa? 
Meliput kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda DIY, 
menjalin mitra dengan Pers, menerbitkan Jogjawara. 
3. Bagaimana pelaksanaan publikasi, dokumentasi kebijakan dan kegiatan 
Pemda DIY? 
Ada liputan, meliput agenda Gubernur, Wakil Gubernur, dan 
Sekda DIY. Ada undangan meliput, kami datang.  
4. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan Sub Bagian Publikasi 
Dokumentasi dan Media Massa dalam menyebarluaskan informasi dan 
kebijakan Pemda? 
Meliput agenda Gubernur lalu membuat menjadi satu berita dan 
diunggah di website maupun media sosial. 
5. Bagaimana strategi Sub Bagian Publikasi Dokumentasi dan Media Massa 
dalam membangun relasi yang baik dengan wartawan? 
Kami menyediakan media centre, media centre itu lengkap ada 
fasilitas komputer, wifi, kemudian kami membina dan membangun 
kerjasama lama sekali, ada tempat khusus namanya media center, tempat  
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mangkalnya mereka, kalo pressconferce di tempat lain karena disini 
keterbatasan ruangan.  
6. Bagaimana alur liputan yang ada di Humas Pemda DIY? 
Humas kerja sama dengan wartawan, tapi humas punya tim sendiri 
untuk liputan, untuk website dan sosial media. Satu tim liputan terdiri dari 
tiga orang, reporter, fotografer dan videografer. Mereka mempunyai tugas 
masing-masing. Setelah selesai, kembali ke kantor untuk membuatnya 
menjadi satu berita, reporter menulis teks berita, fotografer memilih foto, 
dan videografer mengedit video.  
7. Apakah berita-berita yang telah diunggah di website pernah menimbulkan 
persepsi negatif masyarakat? 
Pernah, persepsi yang tidak sesuai yang sebenarnya. Misalnya 
terkait berita politik, seperti kemarin waktu pilpres, sangat sensitif. 
Biasanya kita meluruskan karena persepsi bisa datangnya dari penulis, kita 
mengeluarkan advertorial yang pernah terjadi. Ada satu kesalahpahaman 
waktu pilpres ada pasangan calon tertentu yang merasa lebih didukung, 
kemudian kami konfirmasi dalam bentuk artikel yang menggarisbawahi 
kita pemerintah daerah netral. Ada hal seperti itu yang memang dilakukan. 
Dipublish di website dan media massa. 
8. Apakah ada evaluasi konten berita atau informasi yang ada di website dan 
media sosial? Kapan biasanya diadakan? 
Laporannya di sosmed per minggu, evaluasi biasanya 11x, kalau 
website tidak reguler tapi kita ada pertemuan tertentu sebulan 1x biasanya 
kalau ada masalah, kalau ada catatan khusus kaitannya dengan website. 
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Transkip Wawancara 
 
Narasumber : Anang Fitrianto Sapto Nugroho, S.Sos 
Jabatan  :Kepala Sub Bagian Penyiapan Bahan Informasi Kebijakan 
Pemerintah Daerah 
Waktu  : 18 Juni 2019 
1. Apa saja tugas-tugas yang harus dijalankan Sub Bagian Penyiapan Bahan 
Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah? 
Menyiapkan bahan perumusan informasi kebijakan Pemerintah 
Daerah. 
2. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Penyiapan 
Bahan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah? 
Menyusun konsep sambutan Gubernur, Wakil Gubernur, dan 
Sekda DIY.  
3. Bagaimana alur penyusunan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah 
yang akan dibagikan kepada publik? 
Dua subag, subag PDM dan PIK, memproduksi informasi untuk 
Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda DIY, ketika dibacakan oleh 
Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda DIY, merekalah yang 
mempublikasikan ke masyarakat melalui portal,ig,dan medsos lainnya. 
4. Apa perbedaan informasi yang tersedia di Humas Pemda DIY dengan 
informasi yang tersedia di Komisi Informasi? 
Humaskhusus menyiapkan sambutan Gubernur, Wakil Gubernur, 
dan Sekda DIY lalu koordinasi tentang penyiapan materi-materi. 
5. Informasi kebijakan Pemerintah Daerah dipublikasikan di media apa saja? 
Melalui media online. Contohnya waktu membacakan sambutan 
yang kami buat, lalu akan dirangkum, melalui portal maupun sosmed, ada  
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website biroumum, disitu bisa mengupload sambutan gubernur, tapi gak 
update sampai sekarang. 
6. Bagaimana upaya Humas Pemda DIY dalam menyampaikan informasi 
yang aktual dan cepat kepada masyarakat? 
Kami punya tim liputan sendiri yang terdiri dari tiga orang. 
Memang kami disini humas informasi bisa keluar secepat mungkin, 
katakanlah Pak Gubernur ada acara jam 9 pagi kalau bisa jam  1 sudah 
keluar. Kita berlomba dengan pers dalam mempublish berita. 
7. Apa hambatan Humas Pemda DIY dalam mempublikasikan informasi 
kepada masyarakat? 
Masyarakat cenderung belum kenal kami, belum menjadikan kami 
sebagai sumber rujukan utama, sebetulnya yang bisa dipercaya produk 
pemerintah.Yang kedua, padatnya kegiatan kami dan kurangnya sumber 
daya manusia itu merepotkan. 
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Transkip Wawancara 
 
Narasumber : Arif Lukman Hakim, SE  
Jabatan : Admin Media Sosial Humas Pemda DIY 
Waktu  : 22 Mei 2019 
 
1. Ada berapa admin yang mengelola media sosial Humas Pemda DIY? 
Ada empat admin 
2. Ada berapa admin yang mengelola website Pemda DIY? 
Mengelola website setiap dinas ada yang dikasih log in untuk bisa 
ngisi berita, jadi nggak cuma humas, dinas pertanian, dinas kebudayaan 
punya perwakilan bisa nginput, di humas lebih banyak karena kegiatan 
Gubernur itu juga yang paling banyak kegiatannya, termasuk ekposur 
untuk media dan masyarakat luas terkait kegiatan Gubernur, acara resmi, 
kunjungan kerja, tamu kenegaraan, Menteri, Presiden dst. Setiap dinas 
punya 1 admin pengelola website.    
3. Siapa saja yang mengelola konten media sosial Humas Pemda DIY? 
Ada tim liputan (fotogafer, videografer, sama reporter 3 orang) 
liputan di lapangan, hasil liputan di share di medsos ketika ada design, jadi 
tergantung konten, misal konten foto ambil dari teman-teman lapangan, 
bentuk design punya designer grafis di dalam tim.Video kegiatan ada tim 
liputan, admin medsos akan request apabila akan mengupload konten-
konten tertentu, misal ingin upload video maka mereka meminta tim 
videografer untuk memberikan file video. 
4. Siapa saja sasaran utama / target dari masing-masing media online yang 
dimiliki Humas Pemda DIY? 
Website lebih kemasyarakat luas, genre teman-teman masyarakat yang 
membutuhkan informasi utuh, detail, dan lengkap. Beritanya bisa panjang,  
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tidak ada batasan karakter. Media biasanya mulai dari website, baru ke 
kantor. Nanya ke narasumber/kepala dinas dari website. Kalau medsos, 
segmen umur medsos lebih ke masyarakat lebih muda 40 tahun ke bawah. 
Anakanak SMA – usia 40an. 
5. Informasi apa saja yang tersedia di website Pemda DIY? 
Kegiatan pemerintah daerah, kebijakan, program, event acara 
pertunjukan budaya yang disupport dinas pariwisata namun itu di medsos 
aja, kalo di website banyak, ada pengumuman, kebijakan, misal besok ada 
upacara hari pancasila, semua pegawai wajib mengikuti, pengumumannya 
ada di website, lalu lowongan cpns. Untuk di share di media sosial, dipilih 
beberapa, ada yang bisa dishare dan ada yang tidak bisa dishare, linknya 
dari medsos dilarikan ke website.Setiap dinas punya website sendiri-
sendiri namun Humas mengelola website Pemda DIY lebih general, humas 
lebih banyak mengisi konten tentang Gubernur, dan Wakil Gubernur. 
6. Bagaimana alur berita sampai dipublikasikan di website dan media sosial? 
Jadi ada acara gubernur, acara dimana, tim liputan datang 
(fotografer, videografer, dan reporter) , liputan, ke kantor, reporter bikin 
teks berita, fotografer memilih foto, videografer memilih videonya, terus 
diupload ke website. 
7. Bagaimana menyeleksi konten yang akan diunggah di media sosial Humas 
Pemda DIY? 
Website cenderung lebih kaku, medsos cenderung lebih santai. 
Misal membagikan informasi tentang pesawat jet yang bangunin sahur itu 
dengan design yang menarik, eyecatching, agar masyarakat tertarik.  
8. Apakah Humas Pemda DIY ikut menyebarluaskan informasi dari Dinas 
lain yang ada di lingkup Pemda DIY? 
Ikut membantu. Pertama keluarnya di websitenya dulu, tapi kalau 
mereka butuh bantuan humas agar ekposure lebih tinggi lewat website / 
media cetak / media online. Ini acara besar, minta support dipublikasikan  
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lebih luas, ya kita siap. Tidak hanya website dinas namun lewat website 
humas, medsos humas bisa. 
9. Apa saja strategi yang dilakukan Humas Pemda DIY dalam memberikan 
informasi kepada publik melalui media online? 
Aktual, tidak boleh ketinggalan zaman, real time , ketika ada 
kegiatan, informasi, kita mengabarkan, atau ketika ada kejadian tertentu 
kita merespon, meresponnya bisa kita koordinasi dengan instansi terkait. 
10. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Humas Pemda DIY dalam 
memberikan informasi kepada publik melalui media online? 
Man resource, man power, sumber daya manusia yang kita miliki 
masih relatif terbatas sementara perkembangan isu cepat sekali, sama 
dukungan stakeholder (dinas-dinas terkait), informasi-informasi dari dinas-
dinas terkait agak delay sedikit karena banyak pekerjaan yang dilakukan 
dinas tersebut. Humas memaklumi, padahal masyarakat mendesak agar 
keluhannya dapat segera terpenuhi. 
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Transkip Wawancara 
 
Narasumber : Asep Prasetio 
Jabatan : Pengikut Akun Instagram Humas Pemda DIY 
Waktu  : 23 Juni 2019 
 
1. Sejak kapan mengikuti akun Instagram @humasjogja? 
Sejak awal tahun ini. 
2. Darimana Anda mengetahui informasi seputar Yogyakarta? 
Sebenarnya akun Instagram @humasjogja itu hanya salah satu sumber 
media informasi di Jogja. Sedangkan saya pribadi mencari berita itu dari 
berbagai sumber data dan tidak hanya salah satu akun saja.  
3. Mengapa Anda memilih akun Instagram @humasjogja untuk mencari 
informasi? 
Karena Humas Jogja itu akun resmi pemerintah. 
4. Bagaimana menurut Anda kecepatan informasi yang diunggah di akun 
Instagram @humasjogja? 
Saya tidak begitu yakin, karena saya sendiri selalu membiasakan untuk 
menempatkan diriku selalu ada di tengah dalam kondisi dan hal apapun. 
Dan kita sebagai manusia dewasa ya memang sudah seyogyanya untuk 
tidak mudah tergiring oleh sebuah media / opini. Tetap harus check dan 
recheck.  
5. Apakah menurut Anda akses informasi yang diunggah di akun Instagram 
@humasjogja sudah baik? 
Untuk sebuah berita ya so far so good, tapi tetap harus eling lan waspada. 
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Lampiran 7. 
Timeline Penelitian 
 
No 
Jenis 
Kegiatan 
Maret 
2019 
April 
 2019 
Mei 
2019 
Juni 
2019 
Juli 
2019 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
6.  Observasi Awal                     
7.  Penyusunan 
Proposal 
                    
8.  Observasi                     
9.  Wawancara                     
10.  Penyusunan 
Laporan 
                    
 
 
 
Lampiran 8. 
Grafik Kunjungan Website Pemda DIY Januari – Juni 2019 
 
 
Sumber: Dokumentasi Humas Pemda DIY 
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Lampiran 9. 
Lampiran Jogjawara 
 
 
Sumber: Dokumentasi Humas Pemda DIY 
Lampiran 10. Wawancara dengan Narasumber 
 
   Kepala Bagian Humas Pemda DIY 
 
Kasubag PDM (Publikasi, Dokumentasi, 
dan Media Massa) 
 
 
Kasubag PIK (Penyiapan Bahan Informasi 
Kebijakan Pemerintah Daerah) 
 
Pengikut akun Instagram  
@humasjogja 
 
 
Lampiran 11. Kegiatan Humas Pemda DIY 
127 
 
 
 
 
Jumpa Pers 
 
Pers Tour 
   Sumber: Dokumentasi Humas Pemda DIY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 12. Surat Ijin Penelitian 
128 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 13. Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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